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PRAKATA

ukum perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia

merupakan dua sumber hukum yang memiliki peran penting dalam
mengatur perkawinan dan kehidupan berumah tangga warga negara
Indonesia di tengah-tengah keberagaman budaya dan agama. Hukum
perkawinan adalah landasan hukum yang mengatur segala aspek perni-
kahan, mulai dari persyaratan, proses, hingga hak dan kewajiban para pihak
yang menikah. Sementara Kompilasi Hukum Islam adalah produk hukum
yang menganut hukum Islam sebagai upaya melindungi kepentingan warga
negara yang akan menikah atau telah berada dalam ikatan perkawinan
sesuai dengan ajaran Islam.

Apabila ditarik ke belakang, sebelum Indonesia memiliki peraturan
hukum perkawinan tersendiri, negara menganut aturan hukum perkawinan
yang berasal dari masa pemerintahan Kolonial Belanda. Ketika itu, ada
beberapa ketentuan hukum perkawinan yang diatur berdasarkan kebang-
saan dan keyakinan keagamaan warga negara yang akan melangsungkan
perkawinan. Karena ketentuan-ketentuan yang ada dirasa membingungkan
dan menimbulkan banyak persoalan bagi setiap orang yang akan menikah,
kemudian dibentuk aturan tersendiri dalam wujud undang-undang yakni
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hingga saat
ini, ketentuan hukum tersebut telah mengalami satu kali perubahan yakni



Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain ketentuan yang berbentuk undang-undang tersebut, muncul
ketentuan hukum yang berlandaskan hukum Islam. Berdasarkan sejarah
terbentuknya, peraturan hukum ini berada di bawah naungan Mahkamah
Agung dan didukung penuh oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
Keduanya menginisiasi proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisp-
rudensi suatu inisiatif yang bertanggung jawab atas pembentukan Kompilasi
Hukum Islam. Kehadiran peraturan ini menjadi pedoman untuk menyele-
saikan persoalan-persoalan umat muslim dalam kehidupan rumah tangga,
terutama terkait perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.

Dengan demikian, kehadiran buku ini di tengah-tengah pembaca
berupaya untuk memberikan jalan keluar bagi umat muslim yang sedang
atau mempelajari perkara-perkara dalam rumah tangga sesuai ketentuan
hukum normatif dan hukum Islam. Harapannya, buku ini dapat menjadi
pedoman bagi para pihak sekaligus menjadi bahan bacaan yang berbobot
dan berkualitas tinggi untuk menemani diskusi-diskusi yang lebih menda-
lam terkait isu-isu perkawinan dan hukum Islam di Indonesia.
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"BAB 1

SEJARAH HUKUM PERKAWINAN
DI INDONESIA

Ketentuan Hukum Perkawinan Sebelum
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Sebelum memiliki peraturan khusus mengenai hukum perkawinan,
Indonesia menganut aturan hukum perkawinan yang berasal dari masa
pemerintahan Kolonial Belanda. Ketika itu, ada beberapa ketentuan hukum
perkawinan yang diberlakukan. Ketentuan-ketentuan yang dimaksud
adalah sebagai berikut: 1) bagi orang-orang Indonesia asli, berlaku hukum
adat; 2) bagi orang-orang Indonesia asli beragama Islam, berlaku hukum
perkawinan Islam; 3) bagi orang-orang Indonesia asli beragama Kristen,
berlaku Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (HOCI) (S. 1933 No. 74);
4) bagi warga negara keturunan Eropa dan Cina, berlaku Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (BW); 5) bagi warga negara Timur Asing dan
warga negara Indonesia keturunan Timur Asing, berlaku Hukum Adat
mereka; dan 6) bagi perkawinan campuran, berlaku Peraturan Perkawinan
Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken/GHR).



Melalui ketentuan tersebut, terlihat bahwa peraturan yang dibuat diatur
berdasarkan kebangsaan dan keyakinan keagamaan warga negara yang akan
melangsungkan perkawinan. Ketentuan-ketentuan yang terlalu banyak
kemudian dirasa membingungkan dan menimbulkan banyak persoalan
bagi warga negara yang akan melangsungkan perkawinan.

Ketentuan-ketentuan tersebut diberlakukan hingga ditetapkannya
undang-undang perkawinan yang merupakan bentuk kodifikasi dari hukum
perkawinan yang berlangsung di Indonesia. Konsep koodifikasi merupakan
penjabaran dari bentuk negara Indonesia yaitu Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Dengan demikian, perlu adanya pemberlakuan peraturan perun-
dangan secara umum bagi setiap warga negara Indonesia dan warga negara
asing yang melakukan perkawinan di Indonesia.

Secara rinci, ketentuan hukum perkawinan yang ditetapkan sebelum
berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
adalah sebagai berikut.

1. Hukum perkawinan adat
Hukum perkawinan adat merupakan sistem hukum yang berlaku
bagi masyarakat asli Indonesia. Perkawinan dalam hukum adat bukan
hanya bersinggungan dengan suami dan istri, tetapi juga menjadi
perhatian seluruh keluarga serta komunitas adat secara luas. Menurut
Soepomo (1989: 55), perkawinan dalam hukum adat bukan hanya
sebagai tindakan di dunia, tetapi juga memiliki dimensi spiritual.
Perkawinan adalah ikatan yang terjadi di antara pria dan wanita
yang memiliki sifat komunal untuk mewarisi generasi penerus guna
menjaga kelangsungan hidup persekutuan atau klan agar tidak punah.
Upacara adat menjadi langkah awal dalam prosesi pernikahan.
Mempersatukan dua calon mempelai melambangkan kesatuan dan
komitmen untuk melanjutkan garis keturunan serta mempertahankan
eksistensi komunitas atau kelompok sosial mereka.

Van Gennep menggunakan istilah “Rites De Passage” (Upacara
Peralihan) untuk merujuk pada semua ritual pernikahan. Ritual-ritual
yang dijalankan mencerminkan transisi status dari kedua pasangan
yang sebelumnya hidup secara terpisah, tetapi setelah melewati serang-
kaian upacara tertentu maka menjadi suami istri yang hidup bersama,
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membentuk keluarga baru, dan membangun kehidupan bersama. Ini
merupakan langkah penting dalam membentuk hubungan yang solid
dan membangun sebuah rumah tangga baru.

Rites De Passage terdiri dari tiga tingkatan yang merupakan bagian
dari proses peralihan atau transformasi dari satu status ke status yang
lain. Ketiga tingkatan ini adalah sebagai berikut.

a. Rites De Separation adalah upacara pemisahan dari status sebe-
lumnya.

b. Rites De Marga pada dasarnya bukan istilah yang tepat dalam
konteks Rites De Passage. Adapun ungkapan yang lebih tepat ialah
Rites De Liminal, artinya upacara untuk merayakan transisi status
lama ke status baru.

c. Rites Dagreegation juga bukan istilah yang tepat dalam Rites
De Passage dan sebaiknya istilah yang digunakan ialah Rites De
Reintegration yang mencerminkan fase penerimaan atau reinte-
grasi dalam status yang baru.

Prof. Hazairin dalam bukunya yang berjudul De Redjang mengu-
raikan peristiwa perkawinan sebagai tiga perbuatan magis yang bertu-
juan menjamin ketenangan (koalte), kebahagiaan (wevaart), dan kesu-
buran (ruchtbaarheit).

Di dalam hukum adat, terdapat tiga jenis sistem perkawinan.
Pertama, sistem endogami. Sistem ini mengizinkan individu melang-
sungkan pernikahan asalkan berasal dari suku yang sama. Secara tidak
langsung, sistem ini menekankan pentingnya menjaga kesatuan dan
kebersamaan dalam kelompok atau suku tertentu.

Kedua, sistem eksogami. Sistem ini memperbolehkan individu
untuk menikah dengan seseorang yang berasal dari luar sukunya.
Sistem ini bertujuan memperluas jaringan hubungan sosial serta pertu-
karan budaya antarkelompok yang berbeda.

Ketiga, sistem eleutherogami. Sistem ini tidak memiliki larangan
khusus terhadap aturan pernikahan sebagaimana kedua sistem sebe-
lumnya. Sistem ini memberikan kebebasan dalam memilih pasangan
tanpa memperhatikan batasan kelompok atau suku. Larangan-larangan
dalam sistem ini lebih berkaitan dengan hubungan kekerabatan, seperti:
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a) nasab (turunan dekat): mencakup perkawinan dengan individu
dalam garis keturunan langsung, seperti ibu, nenek, anak kandung,
cucu, serta dengan saudara kandung, saudara dari ayah atau ibu; dan
b) musyaharah (periparan) meliputi perkawinan dengan individu,
seperti ibu tiri, menantu, atau mertua dari anak tiri.

Dalam perkawinan adat, terdapat beberapa asas yang patut diin-
dahkan. Asas-asas tersebut meliputi hal-hal berikut.

a. Perkawinan bertujuan membentuk rumah tangga yang rukun,
damai, bahagia, dan langgeng serta hubungan kekerabatan yang
harmonis.

b. Perkawinan tidak hanya harus dilaksanakan secara sah sesuai
dengan hukum agama atau kepercayaan, tetapi juga membutuhkan
pengakuan dari anggota keluarga.

c.  Pernikahan harus disetujui oleh anggota keluarga dan kerabat serta
masyarakat adat memiliki otoritas untuk menolak kedudukan
suami atau istri yang tidak diakui oleh mereka.

d. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa
wanita, tetapi status masing-masing ditentukan oleh hukum adat
setempat.

e. Perkawinan bisa melibatkan individu yang belum mencapai usia
dewasa, tetapi izin dari orang tua atau keluarga dan kerabat tetap
menjadi syarat.

. Perceraian memiliki batasan-batasan tertentu. Perceraian akan
mengakibatkan pecahnya hubungan kekerabatan di antara kedua
belah pihak.

g. Keseimbangan posisi antara suami dan istri diatur oleh hukum
adat yang berlaku, dengan istri yang bisa memiliki peran sebagai
ibu rumah tangga atau bukan ibu rumah tangga.

Berdasarkan terjadinya perkawinan, ada tiga jenis perkawinan
adat yang diakui masyarakat setempat. Pertama, perkawinan pinang
adalah ketika persiapan pernikahan dilakukan dengan cara melamar
atau meminang. Biasanya, ini terjadi ketika pria mengajukan pinangan
kepada wanita sebagai langkah awal untuk menikah. Kedua, perka-
winan lari bersama terjadi ketika calon suami dan istri setuju untuk
melarikan diri demi menghindari beberapa kewajiban yang timbul
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akibat pernikahannya. Biasanya, mereka pergi ke suatu tempat dan
melangsungkan perkawinan secara diam-diam. Ketiga, kawin bawa lari
adalah saat seorang pria menculik seorang wanita secara paksa untuk
menikahinya. Perkawinan ini terjadi dalam keadaan terpaksa tanpa
melibatkan persetujuan dari wanita yang akan dinikahi.

Mengenai tata susunan kekerabatan, perkawinan diklasifikasikan
menjadi tiga bentuk.

a. Bentuk perkawinan pada masyarakat patrilineal dikelompokkan
menjadi enam.
1) Perkawinan jujur
Perkawinan jujur adalah perkawinan yang dilakukan dengan
memberikan uang jujur oleh pria kepada wanita. Uang yang
diberikan menjadi simbol putusnya wanita dari keluarga
asalnya, termasuk orang tua, kerabat, dan persekutuannya.

2) Perkawinan mengabdi
Perkawinan mengabdi terjadi ketika pria tidak mampu meme-
nuhi syarat-syarat yang diajukan pihak wanita. Pernikahan
dilakukan dengan pembayaran perkawinan yang ditunda.
Dalam jenis perkawinan ini maka pria tidak perlu membayar
uang jujur, tetapi ia mengabdi kepada keluarga mertuanya
hingga utangnya lunas.

3) Perkawinan mengganti/levirat
Perkawinan mengganti/levirat adalah pernikahan antara
seorang janda dengan saudara laki-laki almarhum suaminya.
Pernikahan ini didasarkan pada asumsi bahwa “istri telah
dibeli oleh suami dengan pembayaran uang jujur”.

4) Perkawinan meneruskan/sorotan
Perkawinan meneruskan adalah perkawinan yang terjadi di
antara seorang duda (balu) dengan saudara perempuan almar-
hum istrinya. Perkawinan ini dilakukan tanpa pembayaran
uang jujur baru sebab istri kedua dianggap meneruskan fungsi
dari istri pertama. Tujuan pernikahan ini adalah menjaga
terjalinnya keutuhan keluarga agar kehidupan anak-anak yang
dilahirkan dari perkawinan sebelumnya tetap terpelihara.
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Selain itu juga untuk menjaga keutuhan harta perkawinan.
Di wilayah Jawa, perkawinan semacam ini disebut dengan
perkawinan “Ngarang Wulu”.

5) Perkawinan bertukar

Perkawinan bertukar adalah bentuk perkawinan yang
memperbolehkan sistem timbal balik. Dengan demikian,
pembayaran uang jujur yang terutang secara timbal balik
dikompensasikan; dan juga diperhitungkan satu dengan
yang lain sehingga keduanya menjadi terhapus. Perkawinan
semacam ini (tanpa pembayaran uang jujur) dikenal dalam
masyarakat patrilineal.

6) Perkawinan ambil anak

Perkawinan ambil anak dilakukan tanpa pembayaran uang
jujur yaitu dengan mengangkat suami sebagai anak laki-laki
sehingga istri tetap menjadi anggota klan semula. Dengan
demikian, suami telah menjadi anak laki-laki dari ayah si
istri sehingga anak-anak yang lahir akan menarik garis ketu-
runan ayahnya. Alasan dilakukannya perkawinan ambil anak
karena masyarakat patrilineal tidak ada yang memiliki anak
laki-laki sehingga hubungan patrilinealnya akan punah. Jadi,
menantu laki-laki diangkat sebagai anak dan cucu-cucunya
dapat meneruskan garis kekeluargaan patrilineal.

Perkawinan ambil anak dapat berbentuk perkawinan-per-
kawinan berikut. Pertama, perkawinan ambil anak yakni
perkawinan yang terjadi antara seorang pemuda dari luar
persekutuan dengan anak gadis seorang pejabat. Si pemuda
diadopsi menjadi anak angkat agar dapat meneruskan kebe-
saran dan menerima warisan. Contohnya Perkawinan Semedo
Tambil Anak yang terjadi di daerah Lampung. Perkawinan
ini dilakukan sebab seorang pejabat kebesaran adat hanya
mempunyai anak perempuan dari “bini baru” (istri tuanya).
Oleh karena itu, untuk mempertahankan kebesaran dalam
kerabatnya yang patrilineal maka dilakukan perkawinan ambil
anak.
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Kedua, perkawinan tegak-tegik yang dilakukan antara
anak perempuan dari klan yang bersistem patrilineal dengan
kemenakan laki-laki yang dijadikan anak angkat. Tujuannya,
agar menantu laki-laki yang dijadikan anak angkat dapat
menerima warisan yang kelak diteruskan kepada cucunya.

Ketiga, perkawinan jeng mirul adalah perkawinan yang
menyebabkan suami beralih menjadi anggota kerabat istri
karena dijadikan anak angkat. Dengan demikian, suami
menjadi wakil mutlak bagi anak-anaknya untuk mengawasi
harta peninggalan.

Keempat, perkawinan meminjam jago adalah keadaan
di mana suami tidak beralih ke dalam klan istri. Akan tetapi
suami hanya ditoleransikan sebagai penyambung keturunan.
Suami berkedudukan sebagai orang yang menumpang dan
anak-anaknya masuk ke dalam klan sang ibu.

b. Bentuk perkawinan pada masyarakat matrilineal

Perkawinan pada masyarakat matrilineal menggunakan sistem
perkawinan yang diatur sesuai garis keturunan ibu. Dalam
konteks ini, setelah pernikahan terjadi maka istri tetap tinggal
dalam kelompok atau klan matrilinealnya. Sistem perkawinan
ini menganut aturan eksogami, yang berarti suami tetap tinggal
dalam kelompok atau klan asalnya tetapi juga diperbolehkan
untuk bergaul dengan kerabat istri sebagai “urung sumanda” atau
ipar. Anak-anak yang akan lahir dari pernikahan tersebut secara
kultural dianggap sebagai bagian dari klan ibunya yang mengikuti
sistem keturunan matrilineal sehingga garis keturunan dan status
keanggotaannya diwariskan dari sisi ibu.

c. Bentuk perkawinan pada masyarakat parental
Pada masyarakat parental, pihak suami maupun istri menjadi
anggota kerabat dari kedua belah pihak. Demikian pula anak-anak
yang lahir dari perkawinannya.

Di dalam hukum adat, terdapat perkawinan anak-anak yang meli-
batkan seorang pemuda dengan seorang gadis yang usianya masih di
bawah ambang dewasa. Setelah pernikahan dilangsungkan, keduanya
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hidup bersama sebagai suami istri sehingga mereka mencapai kede-
wasaan. Perkawinan anak-anak memiliki tujuan tersendiri, antara
lain a) merealisir hubungan kekeluargaan antara kedua kerabat; b)
mempelai laki-laki merupakan tenaga kerja bagi mempelai wanita;
dan ¢) mencegah terjadinya perkawinan dengan orang lain yang tidak
disetujui keluarga.

Dalam pandangan hukum adat, perceraian di kalangan orang Jawa
menurut Djojodigoeno adalah hal yang tidak disukai. Hal ini karena
cita-cita orang Jawa dalam pernikahannya adalah memperoleh jodoh
seumur hidup. Masyarakat adat pada umumnya memandang perce-
raian sebagai suatu yang wajib dihindari. Perceraian menurut adat
merupakan problema sosial dan yuridis. Sebab-sebab yang memicu
perceraian biasanya adalah perzinahan, tidak ada nafkah yang diberi-
kan suami, adanya penganiayaan, dan seringnya timbul perselisihan.

Hukum perkawinan Islam

Hukum perkawinan dalam kepustakaan hukum Islam disebut fikih
munakahat. Di dalamnya, mengatur persoalan-persoalan nikah, talak,
rujuk, dan lainnya. Istilah “perkawinan” dalam ilmu fikih disebut
dengan “nikah” yang mengandung dua arti, yakni menurut bahasa
berarti ‘berkumpul atau ‘bersetubuh’; dan menurut hukum berarti akad
atau perjanjian suci dengan lafal tertentu antara seorang laki-laki dan
perempuan yang akan hidup bersama (Daly, 1988: 104).

Dasar hukum perkawinan Islam adalah Al-Qurian dan hadis.
Perkawinan dalam Islam dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan
batin seseorang secara halal serta melangsungkan keturunannya
dalam suasana saling mencintai (mawaddah) dan berbagi kasih sayang
(rahmah) antara suami dan istri (Abdilah dalam Sieragar, 2015: 1).

Norma-norma hukum mengenai perkawinan yang terkandung di
dalam Al-Qur’an dan hadis memiliki prinsip atau asas-asas perkawinan
dalam hukum Islam (Syahuri, 2013: 68—71). Asas atau prinsip yang
dimaksud adalah sebagai berikut.

a. Tujuan perkawinan adalah memenuhi tuntutan naluriah hidup
manusia yakni membangun hubungan antara laki-laki dan perem-
puan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai
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ajaran Allah dan Rasul-Nya. Tujuan perkawinan ini disimpulkan
dari: 1) QS az-Zariyat ayat 49 yang artinya segala sesuatu dicip-
takan berpasang-pasangan oleh Allah agar manusia senantiasa
mengingat kebesaran-Nya; 2) QS ar-Rum ayat 21 yang di dalamnya
terkandung pesan dari sepasang suami istri ini kemudian dicipta-
kan-Nya rasa tenteram dan saling kasih sayang di antara suami dan
istri; serta 3) hadis yang menyatakan bahwa nikah adalah sebagian
dari sunnah: dari Hadist Riwayat al-Bukhori dan Muslim dari
Ibnu Mas'us bahwa Rasulullah saw. bersabda, “hai para pemuda
barangsiapa di antara kamu telah cukup bersiap untuk kawin maka
segeralah berkawin karena perkawinan itu dapat menundukan
pandangan dan menjaga kehormatan, barangsiapa tidak mampu
maka hendaklah berpuasa itu dapat mengurangi syahwat”.
Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan atau persetujuan
pihak-pihak yang bersangkutan, baik di antara calon suami dan
istri maupun kedua orang tua masing-masing.

Hubungan antara suami dan istri adalah hubungan kemitraan
sesuai fungsi masing-masing sebagaimana disebutkan dalam
QS an-Nisa ayat 34 dan QS al-Bagarah ayat 187. Fungsi antara
suami dan istri yang dimaksud di dalam Al-Qur’an adalah suami
menjadi kepala keluarga dan wajib memberi nafkah, sedangkan
istri menjadi penanggung jawab rumah tangga dan berhak mene-
rima nafkah.

Berdasarkan QS an-Nisa ayat 3 dan 129, hukum perkawinan
Islam menganut prinsip monogami (terbuka). Artinya, Islam lebih
mengutamakan seorang laki-laki kawin dengan seorang perem-
puan, kecuali dalam hal-hal tertentu laki-laki boleh beristri lebih
dari satu orang—hingga empat istri.

Perkawinan dimaksudkan untuk selama-lamanya. Oleh sebab
itu, Islam tidak menghendaki perceraian. Sebagaimana ditegas-
kan dalam hadis nabi, perceraian adalah perbuatan halal yang
dibenci oleh Allah. Hadis ini merupakan peringatan kepada umat
manusia agar tidak mudah menjatuhkan talak. Bagi Islam, perce-
raian hanya sebagai “pintu darurat” yang dapat digunakan apabila
mengalami keadaan yang tidak semestinya. Agar perceraian tidak
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menimbulkan kesewenang-wenangan, Al-Quran telah memberi-
kan pedoman sebagaimana dalam surah an-Nisa ayat 34 dan 35
serta al-Baqarah ayat 228—241.

. Perkawinan dinyatakan sah apabila teleh memenuhi rukun nikah
yang meliputi: (1) adanya mempelai laki-laki dan perempuan;
(2) adanya wali mempelai perempuan; (3) adanya dua orang
saksi laki-laki; dan (4) lafal ijab kabul. ljab diucapkan oleh pihak
wali perempuan atau wakilnya, sedangkan kabul diucapkan oleh
mempelai laki-laki.

g. Perkawinan dilarang bagi mereka yang memiliki hubungan nasab,
semenda, atau sesusuan. Perincian larangan perkawinan dapat
dilihat dalam QS an-Nisa ayat 22—24. Selain itu juga terdapat
ketentuan perempuan yang haram dikawini, seperti 1) bekas
istri yang dicerai dengan sumpah lian (QS an-Nur ayat 6—9); 2)
perempuan yang sedang dalam masa tunggu (iddah); 3) bekas istri
yang ditalak tiga; 4) perempuan pezina (begitupun lelaki pezina);
5) perempuan musyrik (demikian juga laki-laki musyrik); dan 6)
mengawini dua orang perempuan satu nasab dalam satu waktu.

h. Adakewajiban membayar mahar atau mas kawin yang dibebankan
kepada mempelai laki-laki untuk diberikan kepada calon istri (QS
an-Nisa: 4). Oleh karena itu, bila mahar belum dibayar atau baru
dibayar sebagian maka dianggap utang yang wajib dilunasi oleh
mempelai laki-laki.

i. Seorang janda yang akan melangsungkan perkawinan harus
menjalani masa tunggu, yaitu: (1) tiga kali quru (suci) atau tiga
bulan atau setelah melahirkan bagi janda karena perceraian (QS
al-Baqarah ayat 228 dan at-Talaq ayat 4); dan (2) empat bulan
sepuluh hari untuk janda karena kematian (QS al-Bagarah ayat
234). Selama menjalani masa tunggu, mantan istri masih berhak
memperoleh biaya hidup dari mantan suaminya. Ia juga berhak
mendapatkan matah yaitu sesuatu (yang berharga) yang diberikan
oleh mantan suami sesuai dengan kemampuannya (QS al-Bagarah
ayat 241).

j. Dengan melihat prinsip perkawinan dalam hukum Islam, jelas
bahwa ketentuan hukum Islam telah diatur dalam Al-Qur’an dan
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hadis sehingga orang Islam yang melakukan perkawinan perlu
tunduk pada ketentuan yang sudah ada. Jadi, perkawinan adalah
sesuatu yang diwajibkan bagi setiap manusia untuk membentuk
keluarga berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan
surah an-Nisa ayat 1 yang mengandung arti berikut.

Hai manusia patuhlah kepada Tuhanmu yang menjadikan kamu
dari satu diri (jenis) dan dijadikan istrinya dari jenisnya (bang-
sanya) sendiri, dan diperkembangbiakan dari keduanya laki-laki
dan perempuan yang banyak. Patuhlah kepada Tuhan yang
dengan nama-Nya kamu satu sama lain menuntut hak menjaga
pertalian kasih sayang di antaramu, sesungguhnya Tuhan itu
penjaga kamu sekalian.

Hukum perkawinan menurut Hukum Burgerlijk Wetboek (BW)
Burgerlijk Wetboek atau yang diterjemahkan dengan Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata ketika itu diperuntukkan bagi golongan Eropa,
Cina, dan Timur Asing. Di Buku Pertama BW, terdapat ketentuan
mengenai perkawinan yang diuraikan sebagaimana berikut.

a. Perkawinan hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan
(Pasal 26) serta dasar dari perkawinan tersebut yaitu kesukarelaan
atau kebebasan dengan kata sepakat (Pasal 28). Dengan demi-
kian, hubungan suami istri hanya dipandang sebagai hubungan
hukum dan dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak
yang apabila putus perkawinan maka di antara mereka tidak lagi
memiliki hubungan.

b. Mengenal asas monogami yaitu seorang laki-laki hanya diper-
bolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya,
begitupun sebaliknya seorang perempuan hanya diperbolehkan
memiliki satu orang laki-laki sebagai suaminya (Pasal 27).

c. Batas usia perkawinan bagi seorang laki-laki adalah 18 tahun,
sedangkan bagi perempuan adalah 15 tahun. Akan tetapi dalam
keadaan tertentu, dapat meminta dispensasi kepada presiden atau
melalui pengadilan negeri untuk meniadakan larangan perka-
winan (Pasal 29).
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d. Adanya izin dari orang tua atau wali bagi mereka yang akan
melangsungkan perkawinan, tetapi belum genap berumur 21
tahun (Pasal 35 dan 330).

e. Larangan perkawinan terhadap: mereka yang mempunyai
hubungan nasab, semenda, dan keiparan; janda yang memiliki
waktu tunggu; bekas istri yang putus karena putusan hakim dengan
alasan berzina dengan temannya (Pasal 30—35).

f.  Perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi ketentuan
undang-undang dan dilakukan di hadapan Pegawai Catatan Sipil
(PCS) serta disaksikan oleh dua orang saksi yang telah berumur 21
tahun, terlebih dahulu memberitahu dan dilakukan pengumuman.

g.  Sebelum dilangsungkan perkawinan, dapat dilakukan pencegahan.
Adapun hak pencegahan bisa dilakukan oleh bapak atau ibu, kakek
atau nenek, jaksa, atau mantan suami kepada bekas istri.

h. Perkawinan dapat dibatalkan apabila terbukti telah melanggar
syarat-syarat perkawinan.

i.  Harta benda suami istri menjadi milik bersama atau terjadi kesa-
tuan secara bulat sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali adanya
perjanjian kawin.

j. Guna melindungi hak, antara suami dan istri diperbolehkan
membuat perjanjian kawin dengan ketentuan tidak merugikan
salah satu pihak.

k. Perkawinan putus bila: (1) salah satu pihak meninggal dunia;
(2) terjadi perceraian; (3) salah satu pihak menghilang selama
10 tahun dan pihak lain diberi izin oleh hakim untuk kembali
melangsungkan perkawinan; dan (4) perkawinan dinyatakan
putus dengan keputusan hakim setelah kedua belah pihak hidup
berpisah selama 5 tahun (Pasal 199).

4. Hukum perkawinan menurut Huwelijks Ordonnantie vor de Christen
Indonesia (HOCI)
Huwelijks Ordonnantie vor de Christen Indonesia atau dalam bahasa
Indonesia disebut Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia mulai
diundangkan pada 15 Februari 1993 serta tercatat dalam Staatsblad
1933 No. 74. Ketentuan ini mengalami perubahan pada 1936 dengan
Staatsblad 1936 No. 607, dan akhirnya setelah kemerdekaan termuat
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dalam lembaran negara 1946 No. 136 Berdasarkan S. 1936 No. 607.
Ordonansi ini mulai berlaku pada 1 Januari 1937 untuk daerah-daerah
Jawa (dan Madura), Minahasa, dan Ambon. Dengan demikian, umat
Kristen di daerah misalnya Batak, Toraja, dan Dayak tidak terkena
ordonansi tersebut.

Beberapa ketentuan dalam HOCI yang dianggap penting adalah
sebagai berikut (Syahuri, 2011: 76—79).

a. Perkawinan menurut HOCI hanya dilihat dalam hubungan keper-
dataannya. Jadi, seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang
perempuan. Demikian pula seorang perempuan hanya boleh
bersuami seorang laki-laki (sistem monogami).

b. Syarat-syarat melangsungkan perkawinan adalah sebagai berikut.
1) Adanya persetujuan dari kedua mempelai.

2) Batas usia kawin untuk mempelai laki-laki ialah 18 tahun dan
untuk mempelai perempuan ialah 15 tahun dengan kemung-
kinan meminta kelonggaran atau dispensasi pemerintah.

3) Perkawinan dilarang karena: (a) antara dua orang yang berhu-
bungan darah dalam garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke
samping, baik sah maupun tidak sah; (b) antara dua orang
yang berhubungan semenda atau pengangkatan anak; dan
(c) antara seorang dengan saudara ibu atau ayah atau nenek
baik sah maupun tidak sah dengan kemampuan meminta
kelonggaran atau dispensasi.

4) Bagi janda ditetapkan waktu tunggu 300 hari atau 100 hari
jika tidak dalam masa mengandung.

5) Anakyang belum dewasa harus memiliki izin dari orang tua,
nenek, wali, atau orang tua angkatnya (Pasal 4—6).

c. Tata cara atau prosedur perkawinan ditetapkan sebagai berikut.

1) Sebelum melangsungkan perkawinan, yang bersangkutan
harus memberitahu niatnya kepada pegawai pencatat sipil
atau pemuka agama (pendeta) dalam wilayah salah satu pihak
yang akan kawin bertenpat tinggal.

2) Setelah semua syarat terpenuhi, pegawai catatan atau pemuka
agama mengukuhkan perkawinan di hadapan umum dengan
dihadiri dua orang saksi.
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3) Pengukuhan perkawinan baru boleh dilaksanakan setelah
hari kesepuluh dari pemberitahuan perkawinan oleh calon
mempelai bersangkutan dengan kemungkinan meminta
kelonggaran atau dispensasi (Pasal 21, 24, 26).

d. Pembatalan suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh hakim.
Bila perkawinan dinyatakan batal oleh hakim maka bagi orang
yang beritikad baik, perkawinan dan akibat dari perkawinan
diangap sah sampai pada waktu pembatalan. Sebaliknya bagi
yang beritikad buruk, dapat dihukum untuk membayar kerugian
kepada pihak yang dirugikan. Pihak-pihak yang berhak menuntut
pembatalan perkawinan, di antaranya suami; istri; jaksa; keluarga
dalam garis lurus ke atas, ke bawah atau ke samping; orang tua
angkat; dan wali atau pengampu (Pasal 36—44).

e. Perkawinan dinyatakan bubar jika salah satu pihak meninggal
dunia; salah satu pihak menghilang selama dua tahun dan oleh
karena itu, diberi izin kawin lagi oleh hakim; karena keputusan
hakim; dan karena perceraian. Perceraian dapat dituntut oleh
salah satu pihak di Pengadilan Negeri berdasarkan alasan-alasan
berikut: (1) berzina; (2) pergi dengan niat buruk; (3) salah satu
pihak dihukum karena kejahatan selama dua tahun atau lebih
setelah berlangsungnya perkawinan; (4) penganiayaan berat oleh
salah satu pihak; (5) cacat badan atau penyakit yang timbul setelah
perkawinan yang menyebabkan suami atau istri tidak dapat meme-
nuhi kewajibannya; dan (6) perselisihan tidak dapat didamaikan
(Pasal 51—52).

. Berdasarkan alasan-alasan yang sama seperti karena perceraian,
suami istri dapat meminta penghapusan kewajiban bertempat
tinggal atau hidup bersama (Pasal 68).

g.  Anakdiluar perkawinan dapat diakui menjadi anak sah (Pasal 47).

h. Perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan ordonansi atau yang
kemudian hari ditundukkan pada ordonansi ini maka ordonansi
ini tetap berlaku meskipun salah satu atau keduanya (suami atau
istri) kemudian pindah ke agama lain dari agama Kristen (Pasal
74). Ordonansi ini juga berlaku bagi perkawinan yang tidak dilang-
sungkan berdasarkan ordinasi ini, seperti:
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"BAB 11

PERUBAHAN KETENTUAN
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN

Perubahan Ketentuan Umur

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan ketentuan usia mini-
mum perkawinan guna mencegah maraknya pernikahan dini. Ketentuan
ini secara tegas diatur dalam Pasal 7 atar (1) Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan bahwa perkawinan diizinkan ketika pria dan wanita
telah berumur 19 tahun. Perubahan ketentuan mengenai umur perkawinan
bagi pria dan wanita ini merupakan upaya dari pemerintah untuk meng-
hindari praktik pernikahan dini (Rosadi, 2023: 232).

Prinsip yang dianut oleh undang-undang perkawinan ialah individu
yang akan menikah harus memiliki kematangan, baik secara emosional
maupun fisik agar mampu menjalani kehidupan pernikahan dengan baik.
Selain itu juga meminimalisir kemungkinan perceraian dan memastikan
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keturunan yang lahir dari pernikahan memiliki kesehatan yang optimal.
Oleh karena itu, upaya untuk mencegah perkawinan di usia yang belum
matang merupakan hal yang sangat diperlukan.

Pembatasan usia minimum dalam undang-undang perkawinan pada
dasarnya bertujuan menjaga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Ini disebabkan oleh pertimbangan bahwa anak-anak yang masih berusia di
bawah batas tersebut belum memiliki kesiapan mental maupun fisik yang
cukup untuk menghadapi dampak yang mungkin timbul dari perkawinan,
seperti proses kehamilan, persalinan, dan tanggung jawab finansial.

Anak-anak yang belum memiliki kematangan mental dan fisik diang-
gap cenderung kesulitan dalam menjalani perkawinan yang sukses. Hal ini
karena perkawinan membutuhkan tanggung jawab dan kedewasaan dalam
membangun hubungan rumah tangga yang baik. Tantangan ini menjadi
lebih berat bagi calon ibu dan ayah yang masih tergolong muda dan remaja
sebab sifat dan sikapnya yang masih diliputi perasaan mudah tersinggung,
egois, dan kurang puas dalam melakukan hal-hal baru. Sifat-sifat semacam
ini sulit untuk mencapai rumah tangga yang harmonis dengan segala tang-
gung jawab yang melekat di antara suami dan istri.

Dengan demikian, disimpulkan bahwa suatu pernikahan membutuh-
kan individu yang telah mencapai usia dewasa, yang fisik dan mentalnya
telah matang serta kesehatan emosi dan spiritual yang terkontrol dengan
baik. Oleh karena itu, adil jika undang-undang perkawinan menetapkan
usia 19 tahun sebagai batas bagi kedua belah pihak, yakni pria dan wanita.
Namun meskipun begitu, undang-undang terbaru ini masih memberikan
dispensasi melalui Pengadilan Agama bagi individu dalam situasi khusus
dan mendesak. Ketentuan pemberian dispensasi kawin yang demikian
dicantumkan dalam Pasal 7 ayat (2) hingga (4) berikut.

(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur seba-
gaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau
orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan
dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung
yang cukup.

(3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai
yang akan melangsungkan perkawinan.
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(4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang
tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)
dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispen-
sasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)

Melalui ketentuan pasal tersebut, terlihat bahwa undang-undang tidak
secara baku melarang terjadinya perkawinan individu di bawah usia 19
tahun.

Jika merujuk pembahasan tentang kematangan dalam konteks perni-
kahan dari perspektif hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019, maka dapat disimpulkan bahwa penetapan batas usia
minimum untuk menikah sesuai dengan undang-undang perkawinan
tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Meskipun dalam
hukum Islam tidak secara eksplisit mengatur tentang batas usia perkawinan,
tetapi Islam menuntut agar individu yang akan menikah memiliki kesiapan
fisik, mental, dan finansial.

Penetapan batas usia minimal perkawinan memiliki tujuan yang berka-
itan dengan kemaslahatan masyarakat bahwa perkawinan menekankan
pentingnya menjaga kesehatan bagi suami, istri, dan keturunan yang diha-
silkan. Tujuan ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan
kemaslahatan bagi umatnya. Dengan demikian, masuk akal jika undang-
undang perkawinan menetapkan batas usia minimum dalam perkawinan.

Penyimpangan dalam Usia Perkawinan

Penyimpangan dalam usia perkawinan merujuk pada kondisi di mana
individu menikah pada rentang usia yang dianggap tidak sesuai dengan
norma sosial, budaya, atau hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.
Fenomena ini sering kali menimbulkan perhatian terhadap isu-isu terkait
hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan kesejahteraan individu, terutama
dalam kasus perkawinan yang terjadi pada usia yang sangat muda atau
dengan perbedaan usia yang signifikan. Keberadaan perkawinan pada usia
yang terlalu dini, terutama di bawah batasan usia minimum yang ditetapkan
oleh hukum dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan fisik, kemandi-
rian, dan pendidikan individu yang belum matang.
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Sementara itu, perkawinan dengan perbedaan usia yang terlampau
jauh juga dapat memunculkan dinamika kekuasaan yang tidak seimbang
di antara pasangan sehingga berpotensi mengakibatkan ketidaksetaraan
dalam hubungan suami-istri. Penyimpangan semacam ini sering menjadi
fokus dalam upaya pelindungan terhadap individu, khususnya perempuan
dan anak-anak dari kemungkinan perkawinan yang tidak aman, tidak sehat
secara emosional, atau yang melanggar hak asasi manusia. Dalam banyak
kasus, penanggulangan penyimpangan usia perkawinan perlu melibatkan
kerja sama dengan lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan
masyarakat. Pernikahan yang dilakukan dalam kondisi mendesak, yang
pria atau wanitanya masih berusia di bawah batas umur perlu meminta
dispensasi kepada Pengadilan Agama. Pengaturan yang demikian ditetap-
kan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Perubahan pasal tersebut menimbulkan masalah baru sebab adanya penge-
cualian perkawinan. Terlihat bahwa banyak permohonan dispensasi yang
diajukan ke Pengadilan Agama di berbagai wilayah Indonesia.

Berdasarkan penelitian yang terus berkembang, perkawinan di bawah
umur telah menjadi penyebab berbagai persoalan yang melanda masyarakat.
Fenomena ini diakibatkan oleh usia yang terlalu muda. Terbukti delapan
kabupaten, yakni Indramayu (Jawa Barat), Grobogan dan Rembang (Jawa
Tengah), Tabanan (Bali), Dompu (Nusa Tenggara Barat), serta Timor
Tengah Selatan, Sikka, dan Lembata (Nusa Tenggara Timur) memiliki
persentase yang cukup tinggi yakni 44% perempuan terpaksa melakukan
perkawinan di bawah umur dan mengalami kekerasan domestik yang serius
(Muhammad Isna Wahyudi, 2022). Dengan demikian, dapat disimpulkan
bahwa dampak dari perkawinan usia muda memunculkan permasalahan
dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan psikologis serta juga meme-
ngaruhi kestabilan mental dan emosional (Taufik dan Karmila: 2023: 18).

Pemberian Dispensasi Kawin

Hakim memiliki kekuasaan dalam menjalankan tugas dan membuat kepu-
tusan. Akan tetapi proses pembuatan keputusan harus mempertimbangkan
semua fakta yang muncul dalam persidangan. Saat mempertimbangkan
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hukum, hakim lazimnya akan menggunakan logika deduktif dengan
mengaitkan aturan hukum yang berlaku dengan fakta-fakta yang terung-
kap dalam persidangan guna mencapai suatu keputusan. Untuk memas-
tikan keputusan yang tepat, keselarasan antara hukum yang berlaku dan
fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi krusial. Dengan
demikian, jika rumusan undang-undang mengalami kekeliruan maka
akan berakibat pada ketidaktepatan hakim dalam mengambil keputusan
(Kurniawati, 2021: 171—172).

Dalam hal mengabulkan dispensasi pernikahan, hakim perlu memper-
timbangkan hal-hal yang bersinggungan dengan aspek kelayakan secara
hukum (apakah terdapat larangan hukum terhadap perkawinan), aspek
di luar kerangka hukum (prinsip keadilan sosial), alasan dari pihak yang
mengajukan permohonan dispensasi pernikahan, serta dampak positif atau
negatif secara umum bagi masyarakat. Secara rinci, faktor-faktor tersebut
diuraikan sebagaimana berikut.

1. Pertimbangan berdasarkan hukum.

Untuk menjalankan perkawinan maka individu yang bersangkutan
dituntut mengikuti prosedur yang telah diatur oleh undang-undang.
Namun dalam situasi di mana pernikahan harus tetap dilangsung-
kan karena alasan khusus, ada kemungkinan melakukan penyim-
pangan melalui dispensasi pernikahan. Dispensasi pernikahan dapat
disetujui jika memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam perun-
dang-undangan.

a. Pasal7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah
mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria
dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi
kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai
bukti-bukti pendukung yang cukup.

(3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua
belah calon mempelai yang akan melangsungkan perka-

winan.
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‘BAB 111

PENCEGAHAN DAN PEMBATALAN
PERKAWINAN

Pencegahan Perkawinan

Pengertian Pencegahan Perkawinan

Pencegahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan proses, cara,
atau tindakan untuk mencegah atau menahan terjadinya suatu peristiwa.
Menurut para ahli, upaya pencegahan dianggap sebagai langkah untuk
menghindari kerugian atau kerusakan yang mungkin terjadi pada individu
atau masyarakat di sekitarnya (Notosoedirdjo dan Latipun, 2005; 145).

Dalam konteks perkawinan, pencegahan merujuk pada serangkaian
tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perkawinan karena
suatu alasan atau syarat yang tidak terpenuhi. Dalam konteks ini, pence-
gahan mengakibatkan perlambatan atau bahkan ketidakberlangsungan
pernikahan karena adanya kegagalan atau kekurangan dalam memenuhi
persyaratan yang menjadi syarat sahnya sebuah perkawinan. Dengan kata
lain, kondisi ini menandakan bahwa pernikahan belum mencapai tahapan
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pelaksanaan yang sah sehingga tidak dapat dilangsungkan atau diselesaikan
sesuai prosedur hukum atau norma yang berlaku.

Pencegahan dalam konteks perkawinan merupakan hak yang dijamin
dan dilindungi oleh undang-undang bagi pihak-pihak tertentu yang terli-
bat dalam perkawinan. Tujuan penegakan hak adalah mencegah potensi
terjadinya kerugian atau bahkan kerusakan yang memengaruhi struktur
kehidupan keluarga secara langsung sekaligus juga berdampak pada tatanan
masyarakat. Hal ini karena perkawinan bukanlah semata-mata peristiwa
individu, melainkan merupakan bagian integral dari proses pembentukan
dan pengaturan kehidupan secara lebih luas yakni tatanan sosial masyarakat.
Oleh karena itu, setiap pernikahan harus berjalan sesuai dengan ketentuan
yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan guna menjaga keter-
tiban dan keseimbangan masyarakat secara menyeluruh.

Alasan Pencegahan Perkawinan

Dalam konteks perkawinan, pencegahan harus didukung oleh alasan yang
terperinci dan jelas. Alasan pencegahan perkawinan biasanya berkaitan
dengan kegagalan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan agar perka-
winan menjadi sah di mata hukum. Pada dasarnya, pencegahan dilakukan
untuk menghindari kerugian salah satu pihak. Contohnya dalam kondisi
salah satu pihak atau keduanya masih terikat perkawinan dengan individu
lain. Dalam situasi yang demikian, pihak yang mengajukan perkawinan
harus menyertakan bukti berupa akta perceraian yang diterbitkan pejabat
pencatatan nikah. Namun dalam konteks tertentu, pengadilan memiliki
kewenangan untuk memberikan izin khusus kepada seorang suami teru-
tama bagi penganut agama Islam untuk melakukan poligami. Jadi, pihak
yang akan melakukan poligami tetap memiliki hak untuk mengajukan
permohonan dan argumentasi yang membenarkan niat kepada pengadilan
dengan harapan pengadilan akan mempertimbangkan kasus secara tepat
dan sesuai dengan hukum yang berlaku (Hadikusuma, Hilman, 2007: 67).

Pihak-Pihak Pencegah Perkawinan

Dalam hal pencegahan perkawinan, terdapat pihak-pihak yang memiliki
kuasa untuk mencegah perkawinan. Pihak-pihak yang dimaksud, seperti
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para keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah,
dan wali pengampu dari salah satu calon mempelai. Mereka berhak untuk
mencegah perkawinan jika salah satu calon mempelai berada di bawah
pengampuannya. Dalam kasus seperti ini, pernikahan yang terjadi dapat
secara nyata mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan bagi calon
mempelai lainnya.

Selain pihak-pihak yang telah disebutkan sebelumnya, istri atau suami
juga memiliki kemampuan untuk mencegah terjadinya pernikahan jika
salah satu dari calon mempelai masih terikat dalam hubungan perkawinan
sebelumnya. Demikian pula pejabat yang telah ditunjuk memiliki kewajiban
untuk mencegah terjadinya pernikahan jika syarat usia perkawinan tidak
terpenuhi. Selain itu, pencegahan perkawinan oleh pejabat juga bisa dida-
sarkan pada halangan-halangan sebagaimana termaktub dalam Kompilasi
Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan Pasal 39 hingga 44.

Lembaga Pencegahan

Pencegahan terhadap perkawinan dapat diajukan melalui pengadilan setem-
pat di mana perkawinan diantisipasi untuk dilangsungkan. Prosedur ini
melibatkan memberitahukan pegawai pencatatan nikah tentang pence-
gahan yang telah diajukan kepada pengadilan. Pengadilan yang menjadi
wadah untuk mengajukan pencegahan akan bergantung pada agama yang
dianut calon mempelai. Misalnya dalam Islam, pengajuan akan dilakukan
melalui Pengadilan Agama; sedangkan dalam agama lainnya, pencegahan
dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Selain memberitahukan pegawai
pencatat perkawinan, pihak yang mengajukan pencegahan juga diwajibkan
memberitahu calon mempelai yang akan menjalani perkawinan. Dengan
demikian, pihak yang terlibat diinformasikan secara penuh terkait upaya
pencegahan yang dilakukan, serta prosesnya dilakukan sesuai yurisdiksi
pengadilan yang berlaku dan sesuai agama yang dianut calon mempelai.
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Pembatalan Perkawinan

Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah proses mengakhiri ikatan setelah sah
menjadi pasangan suami-istri. Proses ini terjadi ketika perkawinan tidak
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun demikian jika perka-
winan sudah terjadi, masih ada kemungkinan untuk membatalkannya.
Dalam konteks ini, pembatalan mengacu pada kemampuan pihak-pihak
terkait untuk menghentikan perkawinan yang sudah dilangsungkan.

Menurut Soedaryo Soimin, pembatalan perkawinan adalah perkawinan
yang terjadi dengan tanpa memenubhi syarat-syarat sesuai undang-undang.
Menurut Marwan dan Mangkupranoto (1986: 2), pembatalan perkawinan
adalah tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan
tidak sah dan akibatnya perkawinan dianggap tidak pernah ada. Dengan
demikian, perkawinan batal demi hukum.

Perihal pembatalan perkawinan, ketentuannya diatur dalam Undang-
Undang Nomor | Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab VI Pasal 22 hingga
28 yang kemudian ditindaklanjuti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan Bab VI Pasal 37 dan 38. Adapun pengadilan yang
berkuasa untuk membatalkan perkawinan ialah pengadilan yang berada di
daerah tempat tinggal suami atau istri. Bagi mereka yang beragama Islam
dilakukan di Pengadilan Agama, sedangkan bagi mereka yang beragama
non-Islam dilakukan di Pengadilan Negeri.

Ketika mulai berlakunya pembatalan perkawinan yang diatur dalam
Pasal 28 ayat (1), keputusan hukum tidak ada upaya banding atau kasasi.
Akibatnya, kembali pada posisi semula sebelum terjadinya perkawinan atau
perkawinan dianggap tidak pernah ada. Menurut Riduan Shahrani sehu-
bungan dengan pelaksanaan pembatalan perkawinan bahwa perkawinan
dalam Islam mungkin “putus demi hukum”. Artinya, jika terjadi sesuatu
maka menurut hukum Islam mengakibatkan lenyapnya keabsahan perka-
winan. Kejadian yang mengakibatkan lenyapnya keabsahan perkawinan,
misalnya suami atau istri keluar dari agama Islam dan kemudian memeluk
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BAB IV

PERJANJIAN KAWIN

Pengertian dan Tujuan Perjanjian Kawin

Pengertian perjanjian kawin tidak secara spesifik dijelaskan dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, petunjuk mengenai hal
ini diperoleh dari interpretasi Mahkamah Agung dalam putusannya No.
MA/0807/75 yang menyarankan untuk menghormati ketentuan-ketentuan
sebelumnya, khususnya yang diatur dalam KUHPerdata. Hal ini mencakup
pula hukum adat bagi golongan Bumi Putera yang menganut agama Kristen
dan Huwelijke Orddonnantie Christen Indonesiers (Stb. 1933 No. 74).

Perjanjian kawin dapat disusun sebelum perkawinan dilangsungkan
atau selama masa perkawinan jika kedua belah pihak sepakat. Lazimnya,
mereka akan menuangkan perjanjian kawin secara tertulis yang diakui oleh
pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Dalam kesepakatan ini, setiap
individu berjanji untuk mematuhi segala hal yang telah disepakati bersama.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian didefinisikan sebagai
kesepakatan tertulis atau lisan yang disetujui dua pihak atau lebih. Setiap

49



pihak wajib mematuhi isi dari kesepakatan yang telah dibuat (Ghazaly, 2003:
119). Secara konseptual, perjanjian perkawinan dapat diciptakan melalui
berbagai cara, baik dengan mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam
KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) maupun Undang-Undang Perkawinan
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika seseorang membuat janji
dan kemudian ada pihak lain yang menyetujui janji serta juga membuat
suatu janji terkait dengan janji yang pertama, maka terbentuklah suatu
kewajiban yang terdiri dari dua janji di antara dua individu (Departemen
Pendidikan Nasional, 2005: 458).

Menurut Abdulkadir Muhammad (1990), perjanjian kawin merujuk
pada kesepakatan antara dua orang atau lebih yang secara bersama-sama
mengambil tanggung jawab untuk melakukan atau menjalankan tindakan
atau kewajiban tertentu dalam hal kekayaan atau harta. Kesepakatan ini
mengindikasikan keterikatan antara pihak-pihak yang terlibat untuk
bertanggung jawab dalam melakukan hal yang berhubungan dengan aspek-
aspek kekayaan atau harta benda.

Para ahli di bawah ini mendefinisikan perjanjian kawin dengan meng-
acu pada ketentuan-ketentuan perjanjian kawin dalam KUHPerdata.
Menurut Subekti (1996), perjanjian kawin adalah perjanjian mengenai
harta benda suami dan istri selama perkawinan yang menyimpang dari
asas atau pola undang-undang. Menurut Jehani (2012), perjanjian kawin
adalah kesepakatan mengenai status kepemilikan harta perkawinan yang
dibuat oleh calon suami dan calon istri. Menurut Prawirohamidjojo (1986),
perjanjian kawin adalah persetujuan yang dibuat oleh calon mempelai
sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat
perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.

Berdasarkan definisi perjanjian kawin di atas, dapat disimpulkan bahwa
perjanjian kawin merujuk pada kesepakatan antara suami dan istri untuk
mengatur hak dan kewajiban terkait harta benda dalam konteks pernikahan.
Namun, perjanjian semacam itu cenderung melanggar atau menyimpang
dari aturan yang telah ditata dalam peraturan hukum. Dalam Pasal 48
Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa perjanjian kawin dibuat dengan
tujuan mengatur pemisahan harta bersama dalam ikatan perkawinan tetapi
tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan
rumah tangga.
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Bentuk Perjanjian Kawin

Perjanjian kawin adalah kesepakatan penting yang mengatur pemisahan
harta suami dan istri sehingga mencegah timbulnya konflik terkait kepemi-
likan harta dalam pernikahan. Dalam terminologi asing, perjanjian kawin
ialah agreement entered by the parties to a marriage before the marriage
(Nemeth, 2008).

Setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi yang berkaitan
dengan pasal perjanjian kawin, ketentuan mengenai bentuk perjanjian
kawin menjadi jelas. Perjanjian kawin harus dibuat secara tertulis, baik
dalam bentuk di bawah tangan maupun dalam format akta yang disusun
oleh notaris. Dalam perjanjian kawin yang disusun secara tertulis maka
perlu mendapatkan legalisasi atau persetujuan dari pegawai pencatat perka-
winan. Sementara perjanjian kawin dalam bentuk akta notaris, tidak perlu
adanya pencatatan dari pegawai pencatat perkawinan sebab telah memiliki
keabsahan yang kuat secara hukum.

Menurut KUHPerdata Pasal 147, perjanjian perkawinan harus diatur
melalui akta notaris dan akan menjadi batal jika tidak dilakukan dengan cara
demikian. Namun dapat pula tidak dibuat sebagaimana ketentuan tersebut
jika ada pengecualian yang bertujuan menjaga validitas atau keabsahan
perjanjian untuk: (1) mencegah dari perbuatan yang tergesa-gesa, oleh
karena akibat dari perjanjian ini akan dipikul seumur hidup; (2) didapatnya
kepastian hukum; (3) alat bukti yang sah; dan (4) mencegah kemungkinan
penyelundupan atas ketentuan Pasal 149 KUHPerdata.

Menurut Prawirohamidjojo (2002), asas tidak dapat diubahnya perjan-
jian perkawinan adalah sistem harta benda perkawinan yang dipilih oleh
suami istri pada saat berlangsungnya perkawinan yang menyandarkan
pada pokoknya akan kekhawatiran bahwa semasa perkawinan sang suami
dapat memaksa istri untuk mengadakan perubahan-perubahan yang tidak
diinginkan.

Isi dan Masa Berlakunya Perjanjian Kawin

Isi dalam perjanjian perkawinan memiliki dampak yang besar terhadap
kesejahteraan di antara suami dan istri. Perjanjian kawin memiliki cakupan
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yang luas sesuai prinsip-prinsip perjanjian umum dengan syarat bahwa
perjanjian harus disahkan dan diajukan kepada pejabat publik yang berwe-
nang. Menurut Abdulkadir Muhammad, isi dari perjanjian perkawinan
dapat mencakup berbagai aspek asalkan tidak melanggar batasan-batasan
yang telah ditetapkan oleh hukum, agama, dan norma-norma moral.
Adapun ruang lingkup isi perjanjian perkawinan ialah (Damanhuri, 2007:
16):
1. penyatuan harta kekayaan suami istri;
2. penguasaan, pengawasan, dan perawatan harta kekayaan istri oleh
suami;
3. istri atau suami melanjutkan kuliah bersama; dan
dalam perkawinan suami istri sepakat untuk melaksanakan keluarga
berencana.

Dalam berbagai bidang konkret, terdapat kemungkinan untuk
membuat perjanjian. Djuhaedah Hasan menyarankan agar perjanjian kawin
kembali mengacu pada ketentuan hukum sebelumnya yakni KUHPerdata.
Alasannya, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan tidak ada pengaturan khusus terkait kelanjutan dari perjan-
jian tersebut dan hanya dinyatakan bahwa perjanjian tidak mencakup
ta'lik talak. Martiman Prodjohamidjojo menambahkan argumen tersebut
bahwa perjanjian perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan mencakup hal-hal, seperti perolehan harta suami dan
istri selama perkawinan dan benda-benda dalam ranah hukum kebendaan,
tetapi tidak termasuk ta’lik talak.

Berdasarkan beberapa pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa
isi dari perjanjian perkawinan adalah aturan mengenai pengelolaan harta
kekayaan suami dan istri secara langsung dengan berdasar pada kesepakatan
bersama. Oleh karena itu, pengaturan isi perjanjian kawin harus mencakup
hak dan kewajiban suami dan istri sesuai hukum, agama, serta adat.

Meskipun KUHPerdata telah secara rinci mengatur perjanjian perka-
winan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak
secara eksplisit mencabut regulasi tersebut. Namun lebih sebagai panduan
dalam membuat perjanjian perkawinan selama tidak bertentangan dengan
Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Bab VII Kompilasi
Hukum Islam.
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"BABV

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI

Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban suami istri telah dijelaskan dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab VI Pasal 30 hingga 34. Dalam
Pasal 30, diuraikan bahwa “suami isteri memikul kewajiban yang luhur
untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan
masyarakat”. Dalam Pasal 31 lebih lanjut dijelaskan bahwa “(1) hak dan
kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam
kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
(2) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum; dan
(3) suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga™

Dengan demikian, jelas bahwa posisi suami dan istri dalam hubungan
perkawinan adalah seimbang dalam melakukan tindakan hukum.
Sementara itu, dalam hal perdata apabila izin dari suami tidak diperoleh
karena suatu alasan atau ketidakhadirannya maka pengadilan memiliki
kewenangan untuk memberikan izin kepada istri untuk menghadap hakim
dalam melakukan tindakan hukum (Rasjidi, 1991: 125—126). Rumusan
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undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa suami dianggap sebagai
kepala keluarga. Gagasan ini berbeda dengan hukum adat dan hukum
Islam yang menurut Prodjodikoro dan dikutip oleh Lili Rasjidi, tidak secara
eksplisit menyatakan hal tersebut.

Dalam Pasal 32 terdapat dua ayat yang membahas tentang kediaman
bagi suami dan istri.

(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tepat.
(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini
ditentukan oleh suami isteri bersama.

Kediaman yang dimaksud tersebut ialah rumah yang dapat dijadikan
tempat untuk berteduh bersama suami, istri, dan keturunan-keturunan-
nya. Suami dan istri wajib untuk saling mencintai, menghormati, setia,
dan memberi bantuan lahir batin. Situasi yang demikian diatur secara
nyata dalam Pasal 33. Lebih lanjut dalam Pasal 34, wajib bagi suami untuk
melindungi istri dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga
sesuai dengan kemampuannya. Demikian pula istri wajib mengatur urusan
rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Seiring berjalannya kehidupan
rumah tangga, jika salah satunya lalai melakukan kewajiban maka dapat
mengajukan gugatan ke Pengadilan setempat.

Selain dalam undang-undang perkawinan, hak dan kewajiban suami-
istri diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII Pasal 77 hingga 84.
Dalam Pasal 77 suami dan istri dalam hubungan rumah tangga memiliki
kewajiban-kewajiban berikut.

(1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan
rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah yang menjadi
sendi dasar dari susunan masyarakat.

(2) Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia
dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lain.

(3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara
anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani
maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.

(4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

(5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat
mengajukan gugatan ke pengadilan agama.
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Mengenai kediaman suami-istri, terdapat ketentuan yang mengaturnya
yakni Pasal 78 yang isinya sebagai berikut.

(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
(2) Rumah kediaman yang dimaksud oleh ayat (1) ditentukan oleh suami
isteri bersama.

Lebih lanjut, perihal tempat kediaman diatur dalam Pasal 81 yang
berisikan ketentuan-ketentuan berikut.

(1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan
anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam masa iddah.

(2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri
selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau
iddah wafat.

(3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anak-
nya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan
tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyim-
pan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat
rumah tangga.

(4) Suamiwajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampu-
annya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggal-
nya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana
penunjang lainnya.

Suami dalam hubungan rumah tangga berkedudukan sebagai kepala
keluarga, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan
di antara keduanya seimbang. Oleh karena itu, setiap individu dapat mela-
kukan perbuatan hukum. Hal-hal yang demikian diatur secara resmi dalam
Pasal 79.

Secara rinci, Pasal 80 menetapkan kewajiban suami yang meliputi
hal-hal berikut ini.

(1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangga-
nya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah-tangga yang
penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.

(2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan
memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan
bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
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(4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
(1) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
(2) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan
bagi isteri dan anak;
(3) biaya pendidikan anak.
(5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut dalam ayat (4)
huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin dari isterinya.
(6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya
sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila
isteri nusyuz.

Ketika suami beristri lebih dari seorang maka ada kewajiban-kewajiban
lain yang harus ditaati. Hal ini diatur dalam Pasal 82.

(1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban
memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing
isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga
yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian
perkawinan.

(2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan
istrinya dalam satu tempat kediaman.

Selain kewajiban suami, terdapat kewajiban istri yang perlu dipahami
setiap perempuan yang memutuskan untuk melangsungkan perkawinan.
Kewajiban-kewajiban ini diatur dalam Pasal 83 dan 84.

Pasal 83

(1) Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin
di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.

(2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga
sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

(1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewa-
jiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1)
kecuali dengan alasan yang sah.

(2) Selama isteri dalam keadaan nusyuz, kewajiban suami terhadap
istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku
kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
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‘BAB VI

HARTA KEKAYAAN DALAM
PERKAWINAN

Kedudukan Harta Suami dan Istri: Sebelum dan
Sesudah Perkawinan

Sebelum Perkawinan

Harta bawaan merupakan harta yang diperoleh dari calon suami dan calon
istri serta dikendalikan sepenuhnya oleh pemilik harta. Harta bawaan tidak
dapat dicampur oleh pihak lain (Phinaldo, Nathania dan Aisyah, 2021).
Harta bawaan dapat berupa harta yang diperoleh dari warisan. Berdasarkan
Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
dijelaskan bahwa “harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan
harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan
adalah dibawah [di bawah] penguasaan masing-masing sepanjang para
pihak tidak menentukan lain?”

Harta benda bawaan dapat dialihkan dari hak kepemilikan atas benda
yang diwariskan. Harta yang demikian telah diatur dalam KUHPerdata dan
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undang-undang perkawinan. Sebagai contoh, jika orang tua dari suami
menghibahkan tanah kepada suami sebelum perkawinan, maka setelah
perkawinan tanah tetap menjadi milik suami secara sepihak (Salamoru,
Ngadino, & Irawati, 2020).

Hasil dari harta bawaan yang sudah diperoleh sepanjang perkawinan
tetap merupakan harta bawaan, bukan harta bersama jika adanya perbuatan
perjanjian perkawinan. Apabila harta bawaan menimbulkan utang maka
akan menjadi tanggung jawab pribadi. Hak milik pribadi secara terpisah
merupakan harta yang diperoleh dari perkawinan, tetapi tidak berasal
dari mata pencaharian sebab hak milik tersebut dilakukan secara terpisah.
Artinya, suami dan istri mempunyai hak milik secara terpisah terhadap
harta yang diperoleh sebelum perkawinan (Suryantoro, 2020).

Harta yang diperoleh dari wasiat dan warisan berupa aset bergerak
ataupun tidak bergerak berkedudukan sebagai harta bawaan. Sebagai contoh
jika suami mendapatkan warisan berupa tanah setelah perkawinan, maka
tanah tersebut adalah harta bawaan; dan jika tanah dijual oleh suami untuk
membeli sebuah rumah toko, maka itu juga berkedudukan sebagai harta
bawaan (Pakaya, 2016).

Perihal surat perjanjian pembagian harta suami dan istri dapat dilaku-
kan sebelum perkawinan. Surat tersebut dibuat dengan tujuan mengurangi
dampak yang dapat terjadi di masa depan. Isi dari surat perjanjian adalah
hal-hal yang telah disepakati calon istri dan calon suami. Harta bawaan
yang ada di dalam surat perjanjian dijadikan bagian dari harta warisan
yang dapat diwarisi oleh pasangan apabila salah satunya meninggal dunia
(Zamroni & Putra, 2019). Dari perjanjian kawin yang dibuat, terdapat dua
kemungkinan yakni tidak ada persatuan harta kekayaan atau istri harus
menyumbangkan sejumlah dana yang telah ditetapkan dari harta pribadi-
nya. Harta pribadi ini nantinya akan digunakan sebagai biaya pendidikan
anak atau kebutuhan rumah tangga.

Apabila di tengah-tengah perkawinan terjadi perceraian maka harta
yang dapat dibagikan adalah harta bersama dan bukan harta bawaan. Hal
ini karena harta bawaan adalah milik suami dan istri yang berada dalam
penguasaan masing-masing.

HUKUM PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA




Setelah Perkawinan

Kedudukan harta suami dan istri setelah perkawinan dikategorikan sebagai
harta bersama. Dalam hal ini, harta bersama adalah harta yang didapatkan
dari suami dan istri setelah perkawinan. Harta bersama yang berupa aset
bergerak maupun tidak bergerak hanya dapat diurus jika disetujui kedua
belah pihak. Sebagai contoh, jika terdapat tanah yang merupakan harta
bersama maka suami tidak dapat menjual tanah ketika istri tidak menye-
tujuinya.

Mengenai hal ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan Pasal 36 menentukan rumusan yang terdiri atas dua ayat.

(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas
persetujuan kedua belah pihak.

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempu-
nyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai
harta bendanya.

Dengan demikian apabila suami dan istri tidak membuat perjanjian
pemisahan harta dan ketika surat penetapan harta telah keluar maka harta
yang diperoleh akan menjadi harta bawaan atau masing-masing. Adapun
syarat sahnya pembuatan akta autentik diperlukan lembaga yang menyem-
purnakan akta perjanjian. Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris, penghadap yang membuat akta haruslah minimal
berumur 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan
hukum. Selain itu, harus pula disertai dua orang saksi.

Harta mengandung hak milik, yakni hak milik secara kolektif dan hak
milik secara terpisah. Hak milik secara kolektif digolongkan sebagai harta
hasil dari mata pencaharian, di mana hasil dari harta tersebut merupakan
milik bersama. Apabila salah satu pihak menggunakan harta bersama maka
harus ada persetujuan dari pihak lain. Hak milik secara kolektif mempunyai
ciri-ciri kepemilikan kolektif, seperti harta berkepentingan untuk semua
anggota yang terlibat, mempunyai pengendalian oleh pihak yang terlibat,
serta dapat diakses secara terbuka.

Pengaturan harta benda perkawinan pada dasarnya telah diatur
KUHPerdata. Namun ketentuan di dalamnya berlainan dengan
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BAB VII

KEDUDUKAN ANAK DAN PERWALIAN

Kedudukan Anak

Pengertian Anak

Anak adalah individu yang belum mencapai usia dewasa dan masih
membutuhkan pengawasan dari orang tua, keluarga, serta lingkungannya.
Negara dianggap memiliki tanggung jawab kepada anak untuk memberikan
pelindungan dari perilaku berbahaya atau hal-hal yang dapat merusak masa
depan anak. Pelindungan ini mencakup aspek keamanan, kesejahteraan,
hak-hak dasar, dan segala hal yang berhubungan dengan perkembangan
anak (Witanto, 2012: 4).

Tumbuh kembang anak pada dasarnya bergantung pada pola penga-
suhan orang tua. Namun faktor lingkungan juga menjadi aspek penting yang
memengaruhi pola pikir anak ketika memasuki usia dewasa (Imron, 2015:
87). Di masa depan, anak adalah individu yang akan memikul tanggung
jawab atas kehidupannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia Pasal 1, anak adalah “setiap manusia yang berusia di bawah 18
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(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam
kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya’.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah individu yang
umurnya masih berada di bawah 18 tahun, masih dalam pengawasan orang
yang lebih dewasa, dan masih membutuhkan orang lain untuk melakukan
perbuatan hukum.

Hak dan Kewajiban Anak

Dalam kehidupannya, anak memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan.
Di samping itu, anak juga memiliki hak untuk menerima hal-hal yang
semestinya. Hak dan kewajiban anak telah diatur secara resmi dalam
berbagai perundang-undangan.

Pertama, dalam Undang-Undnag Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak yang tersebar dalam beberapa pasal sebagaimana
berikut.

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpar-
tisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial
sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial.

Pasal 13

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak
lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak
mendapat perlindungan dari perlakuan:

(1) diskriminasi;

(2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
(3) penelantaran;

(4) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
(5) ketidakadilan; dan

(6) perlakuan salah lainnya.

Kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Pasal 46 yang menjelaskan bahwa “setiap bayi dan anak berhak terlindungi
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dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang
dapat mengganggu kesehatan bayi dan anak”.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak Pasal 2 dan 5 ayat (1).

Pasal 2

(1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan
berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam
asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

(2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan
dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian
bangsa, untuk menjadi warganegara [warga negara] yang baik dan
berguna.

(3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa
dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

(4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang
dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkem-
bangannya dengan wajar.

Pasal 5

(1) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam
lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan
wajar.

Keempat, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia Pasal 52 dijelaskan bahwa “(1) setiap anak berhak atas
perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara; (2) hak
anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu
diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”. Juga
dalam Pasal 62 bahwa “setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan
kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik
dan mental spiritualnya”.

Selain dalam undang-undang, dalam Konvensi Hak-Hak Anak
(Convention on The right of The Child) terdapat empat kategori yang
mendeskripsikan hak-hak anak. Pertama, hak terhadap kelangsungan hidup
(survival right) yang meliputi hak untuk melestarikan dan mempertahankan
hidup (the rights of life) serta hak untuk memperoleh standar kesehatan
tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (the right to highest standart

KEDUDUKAN ANAK DAN PERWALIAN @



of health and medical care-attainable). Kedua, hak terhadap pelindungan
(protection rights) yang mencakup hak pelindungan dari diskriminasi
tindak kekerasan dan keterlentaran bagi anak yang tidak mempunyai kelu-
arga atau bagi anak-anak pengungsi. Ketiga, hak untuk tumbuh kembang
(develovment right) yaitu hak memperoleh pendidikan formal maupun
nonformal serta hak untuk untuk mencapai standar hidup yang layak demi
perkembangan fisik, mental, spritual, moral, dan sosial. Keernpat, hak untuk
berpartisipasi (partisipation rights) yaitu hak menyatakan pendapat dalam
segala hal yang memengaruhi anak.

Terlepas dari hak-hak yang patut diterima anak, terdapat pula kewa-
jiban yang harus dilakukan anak. Kewajiban-kewajiban ini tercantum dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 46

(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati [menaati] kehen-
dak mereka yang baik.

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuan-
nya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas [ke atas], bila
mereka itu memerlukan bantuannya.

Hak dan Kewajiban Orang Tua Kepada Anak

Orang tua merupakan pihak pertama yang memiliki kewajiban untuk
memberikan pelindungan kepada anak serta juga memperoleh hak atas
anak. Namun, hak orang tua tidak diuraikan secara jelas dalam perun-
dang-undangan. Akan tetapi, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa hak
orang tua kepada anak sejatinya adalah kewajiban anak terhadap orang
tua. Secara tersirat gagasan ini tercantum dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “anak wajib
menghormati orang tua dan mentaati [menaati| kehendak yang baik”.
Dari rumusan pasal tersebut, terkandung makna bahwa orang tua berhak
memperoleh perlakuan yang baik dari anak sebagai bentuk pengabdian
anak kepada orang tua. Selain itu juga dalam ayat (2) bahwa “jika anak
telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan
keluarga dalam garis lurus keatas [ke atas], bila mereka itu memerlukan
bantuannya”. Dengan demikian, orang tua berhak untuk dirawat dengan
baik sesuai kemampuan anak-anaknya.
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Kemudian dalam KUHPerdata Pasal 299, terdapat rumusan bahwa
“selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada
dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak
dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu”. Rumusan ini dapat bermakna
bahwa orang tua memiliki kekuasaan atas anak. Misalnya orang tua di
kemudian hari ketika fisiknya tidak lagi kuat maka anak diharapkan mampu
menggantikan urusan orang tua. Dalam hal ini, orang tua akan menganggap
bahwa anak adalah pelindung bagi dirinya (Wulansari, 2010: 29).

Hak-hak orang tua kepada anak di atas jika dilihat dari segi hukum
adat sejalan dengan kewajiban anak bahwa anak berkewajiban memelihara
orang tua. Kewajiban ini dapat dikatakan bersifat timbal balik bila anak
telah dewasa (Soekanto, 2005: 239).

Di lain sisi, jika hak orang tua tidak diatur secara jelas dalam undang-
undang, maka tidak demikian dengan kewajiban orang tua kepada anak.
Diketahui bahwa kewajiban orang tua kepada anak termaktub dalam
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 20
Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan

Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap
penyelenggaraan Pelindungan Anak.

Pasal 26
(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;

b.  menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat,
dan minatnya;

c.  mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan

d.  memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi
pekerti pada Anak.

Pasal 45

(1) Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan
Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan.

Selain undang-undang tersebut, tercatat pula dalam Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 9 bahwa “Orang
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tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab [bertanggung jawab] atas
terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial’.

Juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Pasal 45 ayat (1) bahwa “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik
anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Kewajiban yang dimaksud tersebut
berlaku hingga anak telah kawin atau dapat berdiri sendiri, dan juga berlaku
secara terus-menerus meskipun perkawinan kedua orang tua putus.

Kewajiban Anak Kepada Orang Tua

Kewajiban adalah segala hal yang dianggap sebagai keharusan dan bersifat
mengikat. Kewajiban dilaksanakan oleh individu untuk kemudian memper-
oleh hak yang pantas. Pada dasarnya, interaksi di antara individu akan
terbentuk melalui kewajiban-kewajiban yang dilakukan. Dengan adanya
kewajiban, hubungan yang baik akan tercipta di antara anggota masyarakat
(Mustofa, 1997: 136).

Dalam hubungan antara orang tua dan anak tercipta beberapa kewa-
jiban sebagai bentuk kepatuhan. Hak orang tua sebenarnya adalah kewa-
jiban bagi anak. Sebaliknya, hak anak merupakan kewajiban bagi orang
tua. Mengenai hal ini, Islam dengan tegas telah menjelaskan kewajiban
anak kepada orang tua dalam beberapa surah Al-Quran. Surah-surah yang
dimaksud tersebut diuraikan sebagaimana di bawah ini.

1. QS an-Nisa ayat 36

Lo
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“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan
sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-
kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan
tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu.
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BAB VIII

PEMBUKTIAN ASAL-USUL ANAK

Asal-Usul Anak: Tinjauan Hukum Positif dan
Hukum Islam

Tinjauan Hukum Positif

Asal-usul mengandung arti silsilah atau sejarah keturunan. Jadi asal-usul
anak berarti sejarah keturunan anak dalam suatu keluarga yang terjadi
karena hubungan perkawinan kedua orang tua. Asal-usul anak adalah
bidang yang menentukan kemahraman anak dengan ayah kandungnya.

Menurut hukum, asal-usul anak digolongkan menjadi empat kategori.

1. Anaksah
Di Indonesia—dan juga negara lain—menentukan hukum perkawinan
yang membuat suatu ikatan sah di hadapan hukum. Perkawinan yang
sah tentu akan melahirkan anak yang juga sah di hadapan hukum.
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42, anak yang
sah adalah mereka yang lahir dari perkawinan yang sah. Sementara
dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99, anak yang sah ialah: a) anak
yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah; dan b) hasil perbuatan
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suami dan istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri. Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa anak sah adalah keturunan yang
lahir sebagai akibat perkawinan dan memiliki hubungan nasab dengan
ayah dan ibu kandungnya.

Anak di luar perkawinan
Anak di luar perkawinan terjadi karena sebab-sebab berikut.

a.

Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi wanita tersebut
tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menye-
tubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria
lain.

Anak yang dilahirkan dari seorang wanita dan kelahirannya dike-
tahui serta dikehendaki. Hanya saja, pihak laki-laki atau pun pihak
wanita masih terikat dengan perkawinan lain.

Anak yang lahir dari seorang wanita, tetapi pria yang mengha-
milinya tidak diketahui. Misalnya seperti korban pemerkosaan.
Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian.
Akan tetapi anak yang dilahirkan merupakan hasil hubungan
badan dengan pria yang bukan suaminya. Ada kemungkinan, anak
di luar kawin ini dapat diterima oleh keluarga kedua belah pihak
secara wajar jika wanita yang melahirkan kawin dengan pria yang
menyetubuhinya.

Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suami lebih
dari 300 hari. Akan tetapi anak tidak diakui suaminya sebagai
anak yang sah.

Anak yang lahir dari seorang wanita, tetapi suami dan istri meme-
luk agama yang berbeda. Kedua agamanya kemudian menentukan
lain, misalnya dalam agama Katolik yang tidak mengenal cerai
hidup, tetapi tetap dilakukan dan ia kawin lagi dan melahirkan
anak.

Anak yang lahir dari seorang wanita, sedangkan pada mereka
berlaku ketentuan negara yang melarang mengadakan perkawinan.
Misalnya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara
Asing (WNA) tidak bisa mendapat izin dari Kedutaan Besar untuk
mengadakan perkawinan karena salah satunya telah mempunyai
istri, tetapi mereka tetap bercampur dan melahirkan anak.
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h. Anakyang dilahirkan dari seorang wanita, tetapi anak sama sekali
tidak mengetahui kedua orangtuanya.

i.  Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor
Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama.

j- Anakyanglahir dari perkawinan secara adat. Jadi perkawinannya
tidak dilaksanakan secara agama serta juga tidak didaftarkan di
Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Anak yang tergolong di luar perkawinan hanya mempunyai
hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Ketentuan ini dida-
sarkan pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan. Selain itu, anak di luar nikah dianggap tidak memiliki
nasab dari ayah biologisnya. Namun, agar anak bisa mendapatkan
nasab dan hubungan perdata dengan ayahnya maka haruslah dilakukan
pengakuan dan pengesahan anak.

Anak angkat

Anak angkat adalah anak yang bukan dari keturunan sendiri, tetapi
diangkat oleh keluarga lain sehingga di antaranya terjadi hubungan
kekeluargaan sebagaimana orang tua dan anak kandung. Dalam
Kompilasi Hukum Islam Pasal 171, anak angkat adalah “anak yang
dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan
sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang
tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”. Sementara dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal 1 ayat (9), anak angkat adalah “anak yang haknya dialihkan dari
lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain
yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesar-
kan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya
berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

Anak sumbang

Anak sumbang adalah anak yang dilahirkan dari seorang perempuan,
tetapi di antara perempuan dan laki-laki ini terdapat larangan untuk
menikah. Jadi anak dari perkawinan yang demikian dianggap tidak
sah dan tidak dapat diakui oleh hukum serta tidak pula mempunyai
hubungan saling mewaris dengan ibunya dan juga keluarga dari pihak
ibu.
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Dalam KUHPerdata Pasal 30 telah ditegaskan bahwa “perkawinan
dilarang antara mereka yang satu sama lainnya mempunyai hubungan
darah dalam garis ke atas maupun garis ke bawah, baik karena kelahiran
yang sah maupun karena kelahiran yang tidak sah, atau karena perka-
winan; dalam garis ke samping, antara kakak beradik laki perempuan,
sah atau tidak sah”.

Lebih lanjut dalam Pasal 867 dinyatakan bahwa “Ketentuan-
ketentuan tersebut di atas tidak berlaku bagi anak-anak yang lahir dan
perzinaan atau penodaan darah. Undang-undang hanya memberikan
nafkah seperlunya kepada mereka”

Tinjauan Hukum Islam

Nasab secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang artinya keturunan
atau kerabat. Penentuan nasab merupakan salah satu hak anak dan meru-
pakan hal yang memberikan dampak terhadap kepribadian dan masa depan
anak (Hilmasari, 2014).

Pertalian nasab adalah ikatan nasab pada sebuah keluarga yang tidak
mudah diputuskan sebab merupakan nikmat agung yang Allah berikan
kepada manusia. Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah
hancur dan putus. Allah Swt. berfirman dalam QS al-Furgan ayat 54.
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“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan
manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu
Maha Kuasa”

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa nasab menurut bahasa
adalah keturunan atau kerabat. Sementara dalam bahasa Arab, nasab adalah
pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah baik ke atas, ke bawah,
maupun ke samping yang semuanya itu merupakan salah satu akibat dari
perkawinan yang sah.

Mengenai sebab-sebab penetapan nasab, para ulama fikih sepakat
bahwa anak yang lahir dari wanita dalam ikatan perkawinan yang sah maka
nasabnya ialah kepada suaminya. Namun, ada beberapa syarat untuk dapat
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menetapkan nasab melalui perkawinan yang sah. Syarat-syarat tersebut
adalah sebagai berikut.

1. Suami adalah seseorang yang memungkinkan dapat memberikan
keturunan. Artinya, suami adalah laki-laki yang telah balig.

2. Menurut kalangan Mazhab Hanafi, anak lahir setelah enam bulan
perkawinan dari suami istri yang sah. Jumhur ulama menambahkannya
dengan syarat suami istri yang dimaksud telah melakukan hubungan
badan. Apabila kelahiran anak kurang dari enam bulan maka ia tidak
bisa dinasabkan kepada suami.

3. Suami istri bertemu minimal satu kali setelah akad nikah. Mengenai hal
ini, ulama fikih berbeda pendapat dalam mengartikan kemungkinan
cara bertemu suami dan istri: apakah pertemuan yang dimaksud bersi-
fat fisik, nyata, atau menurut perkiraan. Ulama tersebut berpendapat
bahwa pertemuan menurut perkiraan atau berdasarkan logika ialah
apabila istri hamil selama enam bulan sejak diperkirakan bertemu
dengan suaminya maka anak yang dikandungnya dinasabkan kepada
suaminya.

Dalam hukum Islam, terdapat cara-cara yang bisa digunakan untuk
menetapkan nasab. Pertama, dengan cara al-firasy yakni berdasarkan
kelahiran karena adanya perkawinan yang sah. Kedua, dengan cara igrar
yakni pengakuan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak dengan
menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Ketiga, dengan
cara bayyinah yakni pembuktian berdasarkan bukti-bukti yang ada. Dalam
hal yang terakhir, juga termasuk anak yang lahir dari wathi’ syubhat dan
anak yang lahir dari nikah fasid.

Jadi, diketahui bahwa dalam hukum Islam nasab anak dibagi menjadi
dua. Pertama, anak yang diketahui memiliki hubungan darah dengan
bapaknya dan dengan sendirinya mempunyai hubungan keperdataan
dengan ibunya. Kedua, anak yang memiliki hubungan keperdataan dengan
bapaknya jika ia mengakuinya.

Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri

Kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri sangatlah penting
untuk diketahui karena menyangkut hubungan perwalian. Perwalian ini
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BAB IX

PUTUSNYA PERKAWINAN

Pengertian dan Jenis Putusnya Perkawinan

Salah satu bentuk putusnya perkawinan adalah perceraian. Putusnya perka-
winan adalah berakhirnya hubungan di antara suami dan istri. Ada beberapa
bentuk putusnya perkawinan yang bergantung pada siapa yang berkehendak
untuk memutus perkawinan. Dalam konteks ini, terdapat empat bentuk
putusnya perkawinan (Syaifuddin, 2013: 17).

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah Swt. karena kematian suami
atau istri.

2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami karena alasan tertentu yang
diungkapkan secara lisan atau disebut dengan talak.

3. Putusnya perkawinan atas kehendak istri ketika melihat suatu hal yang
membuatnya menginginkan pemutusan perkawinan. Namun dalam
hal ini, suami tidak menyetujuinya. Kehendak putusnya perkawinan
yang diungkapkan istri melalui cara tertentu bisa diterima oleh suami
dan diikuti dengan pernyataannya untuk mengakhiri perkawinan. Ini

disebut khulu’.
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4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah
mengamati faktor-faktor pada suami/istri yang menunjukkan bahwa
perkawinan tidak dapat dilanjutkan. Bentuk putusnya perkawinan ini
disebut fasakh.

Dengan demikian, putusnya perkawinan menghilangkan ikatan perka-
winan atau berkurangnya ikatan perkawinan. Hilangnya ikatan perkawinan
mencakup tidak halalnya mantan istri bagi mantan suami setelah suami
memberikan talak tiga. Sementara itu berkurangnya kekuatan ikatan perka-
winan terjadi ketika istri yang sebelumnya halal secara mutlak bagi suami
menjadi tidak mutlak atau terbatas setelah suami memberikan talak satu
atau talak dua (talak raj’i) (Manan, 2011: 83).

Alasan Perceraian

Untuk melakukan perceraian maka harus disertai dengan alasan bahwa
suami dan istri tidak dapat hidup rukun sebagai pasangan dalam rumah
tangga. Perceraian hanya dapat dilakukan melalui sidang di Pengadilan
Agama ketika suami dan istri tidak berhasil untuk didamaikan. Ketentuan
ini secara resmi dijelaskan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan.

Dalam banyak kasus, alasan di balik perceraian ialah karena:

1. salah satu pihak terlibat dalam perbuatan zina atau kecanduan zat
adiktif yang sulit disembuhkan;

2. salah satu pihak meninggalkan pasangan selama dua tahun bertu-
rut-turut tanpa izin atau alasan yang sah serta di luar kemauan pihak
yang ditinggalkan;

3. salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun atau
hukuman yang lebih berat setelah pernikahan berlangsung;

4. salah satu pihak melakukan tindakan penganiayaan berat yang memba-
hayakan pihak lain;

5. salah satu pihak mengalami cacat tubuh atau penyakit yang membuat-
nya tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami atau istri; dan

6. suami dan istri terus-menerus mengalami perselisihan dan perteng-
karan serta tidak ada harapan untuk hidup rukun.
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Alasan-alasan tersebut pada dasarnya telah termaktub secara jelas

dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Dengan demikian, jika alasan-
alasan tersebut hadir dalam kehidupan rumah tangga dan tidak lagi dapat
didamaikan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan
perceraian ke Pengadilan Agama setempat.

Akibat Hukum Perceraian

Akibat hukum perceraian pada dasarnya telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang melibatkan serangkaian hukum dan
mencakup aspek-aspek penting dalam kehidupan pernikahan. Akibat
hukum yang dimaksud dijelaskan dalam uraian di bawah ini.

1.

Akibat hukum terhadap kedudukan, hak, dan kewajiban suami-istri
Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak, dan kewajiban
mantan suami atau istri didasarkan pada rumusan Pasal 41 undang-
undang perkawinan tersebut. Dalam konteks ini, pengadilan sebagai
pihak ketiga memiliki kewenangan untuk mewajibkan mantan suami
memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban
tertentu bagi mantan suami (Syaifuddin dkk., 2013: 400). Selain itu,
mantan suami juga tetap berkewajiban atas pembiayaan hidup anak
dan juga kebutuhan pendidikannya.

Akibat hukum tersebut selaras dengan hukum Islam bahwa konse-
kuensi perceraian adalah ditetapkannya kewajiban bagi mantan suami
atas mantan istri. Kewajiban ini mencakup memberikan nafkah mutah
yang layak dalam bentuk uang atau barang serta nafkah hidup yang
berupa pakaian dan tempat tinggal yang layak selama mantan istri
dalam masa iddah. Selain itu, mantan suami juga diharapkan melunasi
mas kawin, perjanjian tallik talak, dan perjanjian lain yang mungkin
ada di antara keduanya (Yunus, 2008: 125).

Ketentuan normatif dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki kaitan dengan putusnya
perkawinan yang menyebabkan adanya waktu tunggu bagi mantan istri.
Masa tunggu ini dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
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"BAB X

PERKAWINAN CAMPURAN

Pengertian Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran berarti perkawinan yang dilangsungkan antara pria
dan wanita yang memiliki perbedaan hukum keperdataan (Hadikusuma,
2013: 91). Perkawinan campuran menurut undang-undang perkawinan
berbeda dengan pengertian yang dimaksud dalam peraturan perkawinan
campuran (Regeling Op De Gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158 atau
G.HR.).

Dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, perkawinan campuran adalah “perkawinan antara dua orang
yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan
kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia’.
Kemudian dalam Pasal 1 G.H.R dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan
perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di
Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan.

Berdasarkan dua ketentuan di atas, pengertian pertama dipandang
lebih sempit daripada pengertian kedua. Hal ini karena pengertian dalam
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undang-undang perkawinan dibatasi oleh perbedaan kewarganegaraan.
Adapun yang dimaksud “hukum yang berlainan” ialah kewarganegaraan,
tempat, golongan, dan agama. Dengan adanya pembatasan kewargane-
garaan maka perkawinan antara dua orang yang berlainan golongan atau
berlainan agama tetapi sama-sama berasal dari Indonesia menurut undang-
undang perkawinan tidak merupakan perkawinan campuran. Sementara
dalam G.H.R, hal tersebut termasuk perkawinan campuran.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perkawinan campuran
menurut undang-undang perkawinan ialah yang dilangsungkan oleh:

1. seorang pria warga negara Indonesia yang kawin dengan seorang
wanita warga negara asing; atau

2. seorang wanita warga negara Indonesia yang kawin dengan seorang
pria warga negara asing.

Dengan adanya persoalan kewarganegaraan tersebut maka dalam
Pasal 58 ditentukan bahwa orang yang melakukan perkawinan campuran
dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula
kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang sah dan berlaku
di wilayah Indonesia. Ketentuan ini bersinggungan dengan undang-undang
kewarganegaraan yang memberikan penjelasan tentang cara mendapatkan
dan hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Pasal tersebut juga memenga-
ruhi undang-undang keimigrasian dalam hal pemberian izin tinggal atas
istri atau suami yang berkewarganegaraan Indonesia (Hamidi & Christian,
2015: 56).

Landasan Hukum Perkawinan Campuran

Asal hukum melakukan perkawinan adalah sunnah. Gagasan ini didasarkan
pada hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa, “Anas
bin Malik r.a. menceritakan bahwa Nabi saw. sesudah memuji Allah Swt.
dan menyanjung-Nya, bersabda, saya ini salat, tidur, berpuasa, berbuka dan
mengawini wanita maka siapa yang membenci sunnahku, ia tidak tergolong
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dari padaku’.

Selain itu, dalam salah satu kaidah wushul figh berbunyi bahwa “hukum
itu beredar atau berganti-ganti menurut ‘illahnya, ada ‘illah yang menjadikan
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adanya hukum; dan tidak adanya ‘illah yang menjadikan tidak adanya
hukum”. Kaidah ini jika diterapkan dalam hukum melakukan perkawinan,
maka menghasilkan perubahan-perubahan hukum di atas untuk perbuatan
yang sama yaitu melakukan perkawinan tetapi berbeda ‘llah sehingga
mengakibatkan berbeda pula hukumnya.

Adapun dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa umat telah diciptakan
oleh Allah secara berpasang-pasangan agar saling mengenal dan mengasihi.
Ajaran ini tercantum dalam QS al-Hujurat ayat 13.
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“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa
dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya
orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang
paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
lagi Maha Mengenal”

Dengan demikian, konteks perkawinan campuran berdasarkan kewar-
ganegaraan diizinkan oleh Islam dan tidak menjadi halangan bagi seseo-
rang untuk melakukan pernikahan. Landasan ini sesuai dengan ketentuan
normatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Pada dasarnya, syarat-syarat yang harus dipenuhi laki-laki dan perempuan
untuk melaksanakan perkawinan adalah sebagai berikut.

1. Identitas calon mempelai wanita dan calon mempelai pria jelas dan
dapat dibedakan dengan lainnya, baik menyangkut nama, jenis kela-
min, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya.

2. Calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sama-sama beragama
Islam.

3. Calon mempelai wanita dan calon mempelai pria bukan termasuk
golongan yang dilarang untuk melaksanakan perkawinan.

4. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan
pihak yang akan mengawininya.

5. Calon mempelai wanita dan calon mempelai pria telah mencapai usia
yang layak untuk melangsungkan perkawinan.
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Letak perbedaan undang-undang perkawinan Islam di dunia Islam
berkenaan dengan boleh-tidaknya melangsungkan perkawinan antara
laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab, bukan pada pembatasan
kewarganegaraan. Mengenai hal ini, para ulama tafsir dan fikih banyak yang
berbeda pendapat. Dengan mengacu pada surah al-Maidah ayat 6, banyak
ulama yang membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab.
Namun bersamaan dengan itu, berdasarkan ilmu munasabah dan sejumlah
hadis Nabi saw., banyak pula yang berpendapat bahwa perkawinan yang
demikian diharamkan. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, semua
ulama dan semua undang-undang perkawinan membenarkan perkawinan
yang terjadi di antara laki-laki muslim dan wanita muslimah.

Dipandang dari hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan telah menetapkan secara tertulis mengenai perkem-
bangan yang terjadi dalam masyarakat Islam Indonesia. Begitupun dalam
Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf ¢ bahwa dilarang untuk melang-
sungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita yang tidak bera-
gama Islam. Kemudian dalam Pasal 44 juga melarang perkawinan antara
seorang wanita dengan pria yang tidak beragam Islam. Dengan demikian,
untuk melangsungkan perkawinan campuran maka pihak-pihak yang
bersangkutan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah dite-
tapkan dalam produk hukum, yang di dalamnya tidak memberi batasan
selain agama. Artinya, tidak ada batasan secara geografis.

Di Indonesia, asas-asas hukum perkawinan yang dijunjung tinggi

meliputi:

1. tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal;

2. perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-
masing;

3. berlaku asas monogamij;

4. calon mempelai wanita dan calon mempelai pria telah matang mental
dan raganya;

5. mempersulit proses perceraian sebab perkawinan ditujukan untuk
membina keluarga yang bahagia;

6. berlaku prinsip emansipasi antara suami dan istri sehingga kedudukan
keduanya seimbang; dan

7. tidak mempersulit perkawinan, asalkan syarat-syaratnya terpenuhi.
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'BAB XI

PERKAWINAN DI LUAR NEGERI

Pengertian Perkawinan di Luar Negeri

Perkawinan di luar negeri ialah perkawinan yang digelar di luar negeri
oleh dua warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dan
seorang warga negara asing. Definisi ini merujuk pada Pasal 56 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdiri atas dua ayat.

(1) Perkawinan yang dilangsungkan diluar [di luar] Indonesia antara
dua orang warganegara [warga negara] Indonesia atau seorang
warganegara [warga negara] Indonesia dengan warganegara [warga
negara] asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang
berlaku di negara dimana [di mana] perkawinan itu dilangsungkan
dan bagi warganegara [warga negara] Indonesia tidak melanggar
ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

(2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali diwila-
yah [di wilayah] Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus
didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Mengenai hal ini, Darmabarata menyatakan bahwa perkawinan selain
memperhatikan hukum negara seperti yang tersimpul dalam pasal 2 ayat
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(2) undang-undang perkawinan dan penjelasannya, juga harus memper-
hatikan agama serta kepercayaan suami-istri. Dengan demikian perka-
winan adalah sah jika dilakukan menurut hukum negara dan kepercayaan
masing-masing.

Lebih lanjut menurut Darmabarata (2006: 95), perkawinan dapat
dilangsungkan secara sah di luar negeri baik perkawinan antara warga
negara maupun perkawinan antara warga negara dengan warga bukan
warga negara jika terpenuhi syarat-syarat berikut.

1. Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara yang berlaku di
mana perkawinan itu dilangsungkan.

2. Calon suami-istri warga negara Indonesia tidak melanggar syarat-sya-
rat perkawinan yang tercantum dalam Bagian I Bab IV Buku I Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata.

Prosedur dan Persyaratan Kawin di Luar Negeri

Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, baik oleh dua warga negara
Indonesia maupun antara seorang warga negara Indonesia dan seorang
warga negara asing dikatakan sah bilamana sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku. Dengan pernyataan lain, perkawinan dinyatakan sah jika
memenuhi dua kriteria. Pertama, perkawinan dilangsungkan berdasar-
kan agama masing-masing mempelai serta juga disandarkan pada hukum
yang berlaku di suatu negara. Kedua, dilakukan pencatatan perkawinan di
lembaga yang berwenang serta dilaporkan di kantor Perwakilan Republik
Indonesia yang berada diluar negeri. Pencatatan ini dilakukan oleh Pegawai
Pencatat Nikah Luar Negeri (PPN LN).

Bagi warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri dan sudah
tidak memiliki dokumen kependudukan maka ketika melakukan pendaf-
taran kehendak nikah, ada beberapa persyaratan administratif yang harus
dipenuhi. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Pencatatan Pernikahan Pasal 4 ayat (2), telah ditetapkan syarat-syarat
pernikahan yang meliputi:

1. surat pengantar dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
2. persetujuan kedua calon pengantin;
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BAB XII

DASAR HUKUM KOMPILASI
HUKUM ISLAM

Sejarah Terbentuknya Kompilasi Hukum Islam

Hukum Islam sebagai pranata sosial memiliki dua fungsi utama. Pertama,
sebagai alat kontrol sosial yang merangkum aturan-aturan normatif untuk
mengatur perilaku masyarakat. Kedua, sebagai pencipta nilai baru dan
katalisator dalam proses perubahan sosial.

Dalam konteks pertama, hukum Islam ditempatkan sebagai blue-print
atau cetak biru yang mendeskripsikan tata aturan dan yang dianggap sebagai
pedoman hidup. Sementara dalam fungsi keduanya, hukum Islam lebih
bersifat sebagai produk sejarah yang ditempatkan sebagai dasar justifikasi
terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya, dan politik. Dalam batas-batas
tertentu, hukum Islam berkembang sebagai respons terhadap dinamika
zaman tanpa melupakan prinsip-prinsip dasarnya. Oleh karena itu, dalam
konteks ini hukum Islam diharapkan mampu menyesuaikan diri secara
akomodatif terhadap persoalan umat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip
dasarnya.
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Apabila tidak mampu mengakomodasi perubahan tersebut, besar
kemungkinan hukum Islam akan mengalami kemandulan fungsi atau
menjadi fosilisasi yang tidak lagi relevan bagi kepentingan umat. Dengan
demikian fleksibilitas dan adaptabilitas hukum Islam terhadap perubahan
zaman menjadi kunci untuk menjaga relevansinya dalam menanggapi
tuntutan dan kebutuhan umat di berbagai konteks sosial, budaya, dan
politik.

Jika para pemikir hukum tidak mampu atau tidak berani merumuskan
dan mengantisipasi setiap permasalahan yang muncul dalam masyarakat
serta mencari solusi hukumnya, maka hukum Islam berisiko kehilangan
aktualitasnya. Dalam konteks ini diperlukan upaya pembaharuan hukum
Islam yang telah diwujudkan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kehadiran KHI dalam kerangka makna the ideal law menjadi bagian
dari sejarah hukum nasional yang mampu mengungkapkan beragam makna
kehidupan masyarakat Islam Indonesia, khususnya terkait dengan beberapa
aspek berikut.

1. Adanya norma hukum yang tidak hanya eksis, tetapi juga turut serta
dalam mengatur interaksi sosial.

2. Aktualitas dimensi normatif sebagai akibat dari eksplanasi fungsional
ajaran Islam yang mendorong pemenuhan tuntutan kebutuhan hukum.

3. Ulama-ulama Indonesia yang bijaksana telah mengantisipasi kedua
aspek tersebut dengan menyepakati bahwa KHI merupakan rumusan
tertulis hukum Islam yang hidup seiring perkembangan kondisi hukum
dan masyarakat Indonesia.

KHI terbentuk karena dilatarbelakangi oleh dua jenis faktor sosial.
Adapun faktor sosial yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Keinginan untuk mengakomodasi hukum, peraturan adat, serta tradisi
yang hidup pada masyarakat agar sesuai dengan kaidah dan prinsip
hukum Islam.

2. Keinginan untuk membangun kehidupan sosial yang lebih baik mela-
lui pembangunan di bidang keagamaan. Dalam mencapai tujuan ini,
formulator KHI menggunakan pendekatan maslahat mursalah dan
sadd ad-dhara’i yang ditunjukkan untuk mempromosikan kebiasaan
umum.
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Kombinasi kedua faktor sosial tersebut menjadi latar belakang utama
pembentukan KHI.

Kemunculan KHI dipandang sebagai model bagi figh yang bersifat khas
keindonesiaan. Jadi, jelas bahwa gagasan ini diilhami oleh ide-ide pembaha-
ruan hukum Islam Hazairin (1905—1975) dan T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy
(1906—1976). Mereka terlampau sering melontarkan pendapatnya menge-
nai perlunya disusun semacam figh Indonesia yang sesuai dengan kebu-
tuhan dan kesadaran hukum masyarakat Islam Indonesia. Peraturan hukum
kemudian muncul dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan didu-
kung penuh oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Keduanya
kemudian menginisiasi proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisp-
rudensi suatu inisiatif yang bertanggung jawab atas pembentukan Kompilasi
Hukum Islam (KHI).

Proses penyusunan KHI melibatkan para birokrat dari Depag dan
Hakim Agung dari Mahkamah Agung bersama-sama dengan ulama dan
para cendikiawan/intelektual muslim. Ulama muslim adalah mereka yang
memiliki otoritas untuk mengambil keputusan di bidang agama, baik secara
personal maupun kolektif. Sementara itu intelektual/cendikiawan muslim
adalah mereka yang diakui karena keahlian ilmiahnya, terutama di bidang
hukum Islam.

Dalam tata kerja proyek pembangunan hukum Islam melalui yuris-
prudensi, dijelaskan bahwa KHI dibentuk dengan cara-cara tertentu dan
melalui usaha yang ditempuh, yakni dengan:

1. pengkajian kitab-kitab figh;

wawancara dengan para ulama;

yurisprudensi Pengadilan Agama;

studi perbandingan hukum dengan negara lain; dan
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lokakarya/seminar materi hukum untuk Pengadilan Agama.
Pada akhirnya, terbentuklah sistematika KHI yang terdiri dari tiga
buku dan 229 pasal yang rinciannya adalah sebagai berikut.

1. Buku I: Hukum Perkawinan
Bagian ini terbagi menjadi 19 bab dan memuat 170 pasal, yakni Pasal
1 hingga 170.
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2. Buku II: Hukum Kewarisan
Bagian ini terbagi menjadi 6 bab dan terdiri atas 44 pasal, yakni Pasal
171 hingga 214.

3. Buku III: Buku Perwakafan
Bagian ini terbagi menjadi 5 bab dan mengandung 15 pasal, yakni
Pasal 215 hingga 229.

Landasan dan Kedudukan Berlakunya
Kompilasi Hukum Islam

Landasan hukum Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang ditetapkan pada 10 Juni 1991. Menurut
Ismail Suny, keberadaan kompilasi ini ditegaskan oleh undang-undang yang
menetapkan hukum Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan wakaf
bagi pemeluk Islam. Oleh karena itu, KHI yang berisi hukum materiil dapat
ditetapkan melalui keputusan presiden atau instruksi presiden.

Ismail Suny (1991: 44) juga menyatakan bahwa dasar hukum Instruksi
Presiden ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang
memberikan kekuasaan kepada Presiden untuk memegang kekuasaan
pemerintahan negara. Dalam konteks ini, istilah keputusan presiden atau
instruksi presiden kedudukan hukumnya dianggap setara. Oleh karena
itu, pembicaraan mengenai kedudukan kompilasi tidak mungkin dilepas-
kan dari instruksi presiden yang ditujukan kepada Menteri Agama untuk
menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam, yang terdiri dari: 1) buku I
tentang hukum perkawinan; 2) buku II tentang hukum kewarisan; dan 3)
buku III tentang hukum perwakafan. Di dalamnya juga ditegaskan bahwa
hendaknya ketetapan-ketetapan KHI digunakan oleh instansi permerintah
dan masyarakat yang memerlukannya.

Instruksi presiden tersebut sejalan dengan tujuan penetapannya yaitu
mengatur penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang telah disetujui
oleh para ulama dalam lokakarya nasional. Dengan demikian, wajar jika
instruksi tersebut tidak memberikan penegasan terkait dengan kedudukan
dan fungsi kompilasi. Tidak terdapat penegasan dalam instruksi ini yang
menyatakan bahwa kompilasi merupakan lampiran dari instruksi presiden
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BAB XIII
HUKUM PERKAWINAN DALAM
KOMPILASI HUKUM ISLAM

Pengertian Perkawinan dan Rukunnya

Perkawinan adalah perbuatan sakral di hadapan Allah Swt. dalam rangka
menyatukan dua insan untuk memulai fase baru dalam kehidupannya.
Calon mempelai wanita dan calon mempelai pria bersaksi di hadapan
Tuhan untuk saling mengasihi, menyayangi, dan menghormati dalam
suka maupun duka. Dengan demikian, mengingkari janji yang telah dibuat
adalah perbuatan tercela.

Menurut hukum Islam, perkawinan dilangsungkan melalui akad atau
mitssaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah. Dapat pula dikata-
kan bahwa perkawinan adalah ibadah yang akan mendatangkan pahala
sebab merupakan ibadah yang dianjurkan Nabi saw. Perkawinan bertujuan
untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah,
dan rahmah.

Pelaksanaan perkawinan hendaknya memperhatikan rukun yang telah
dipaparkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Keberadaan rukun inilah
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yang membuat perkawinan dianggap sah di hadapan hukum dan agama.
Rukun perkawinan sejatinya telah diuraikan dalam Pasal 14 bahwa untuk
melangsungkan perkawinan maka harus ada calon suami, calon istri, wali
nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul.

Kemudian dalang rangka menjamin hak-hak suami dan istri di hadapan
hukum maka perkawinan perlu dicatat oleh pegawai pencatat nikah seba-
gaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 1954. Perkawinan yang telah dilangsungkan
hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai terse-
but. Namun ketika perkawinan tidak dibuktikan dengan akad nikah maka
dapat diajukan istbat nikah ke Pengadilan Agama setempat. Ketentuan ini
harus ditaati dan telah termaktub secara resmi dalam Kompilasi Hukum
Islam Pasal 7 ayat (2). Adapun yang berhak mengajukan istbat nikah adalah
suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, atau pihak-pihak lain yang
berkepentingan.

Perkawinan yang telah dibina dapat putus karena cerai mati. Juga dapat
putus karena talak, taklik talak, dan lainnya dengan dibuktikan adanya surat
cerai dari Pengadilan Agama. Bila dalam suatu waktu, kedua belah pihak
menginginkan rujuk maka dapat didaftarkan pula pada pegawai pencatat
nikah.

Peminangan

Peminangan adalah suatu perbuatan yang mengarah pada perjodohan
antara seorang pria dan wanita. Perbuatan ini dapat dilakukan oleh mereka
yang berkeinginan untuk mencari pasangan, tetapi melalui perantara atau
pihak ketiga. Dengan demikian, jarak di antara dua orang tetap terjaga
sebagaimana ajaran agama Islam yang menghormati kedudukan wanita.

Dalam Pasal 12 Kompilasi Hukum Islam, peminangan dapat dilaku-
kan terhadap wanita perawan atau janda yang masa iddahnya telah selesai.
Sebaliknya, larangan peminangan ditujukan kepada wanita yang masih
dalam masa iddah karena ditalak oleh suaminya dan juga wanita yang telah
dipinang pria lain.

Perlu diketahui bahwa peminangan belum menimbulkan akibat hukum
dan kedua belah pihak yakni pria dan wanita yang dijodohkan berhak untuk
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memutus hubungan peminangan. Mengenai hal ini, dalam Pasal 13 ayat (2)
ditegaskan bahwa “kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilaku-
kan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan
setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai”.

Mahar

Definisi mahar dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 ialah “pemberian
dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk
barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”.
Mengenai jumlah mahar, ketentuan hukum tersebut tidak mengatur secara
persis nominal yang diberikan. Akan tetapi telah dijelaskan dalam Pasal 31
bahwa “penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudian
yang dianjurkan oleh ajaran Islam”. Dari sini, dapat dilihat bahwa agama
Islam tidak memberatkan seseorang untuk melakukan perkawinan dengan
pemberian mahar dalam jumlah besar.

Mengenai mahar berupa uang maka harus diserahkan dalam bentuk
tunai. Akan tetapi bila calon mempelai wanita setuju untuk mahar terse-
but ditangguhkan seluruh atau sebagian maka menjadi utang bagi calon
mempelai pria. Yang perlu digarisbawahi bahwa mahar bukanlah rukun
dalam perkawinan dan tidak mengurangi keabsahan perkawinan jika mahar
masih dalam bentuk terutang.

Dalam hal terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar
maka penyelesaiannya dapat diajukan ke Pengadilan Agama setempat.
Dalam hal mahar hilang sebelum diberikan maka calon mempelai pria
dapat mengganti dengan barang lain yang bentuk dan jenisnya sama atau
dengan barang lain yang nilainya serupa dengan mahar yang hilang. Dalam
hal mahar mengandung cacat, tetapi calon mempelai wanita bersedia
menerimanya maka penyerahan mahar dianggap lunas. Namun jika calon
mempelai wanita menolak mahar yang cacat tersebut, maka calon mempelai
pria wajib mengganti dengan mahar lain yang dianggap tidak cacat; dan
selama mahar belum diganti maka dianggap belum dibayar.

Mabhar tidak hanya diberikan kepada seseorang yang akan menikah,
tetapi juga diberikan kepada istri yang ditalak suaminya. Ketentuan menge-
nai hal ini ditegaskan dalam Pasal 35 Kompilasi Hukum Islam.
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BAB XIV
HUKUM WARIS DALAM KOMPILAS|
HUKUM ISLAM

Hukum Kewarisan

Hukum kewarisan adalah cabang ilmu yang mengatur pemindahan hak
pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa yang berhak
menjadi ahli waris, dan menetapkan jumlah bagian masing-masing ahli
waris. Kewarisan berfungsi untuk menggantikan kedudukan harta pewaris
yang telah meninggal dunia.

Penggantian ini dapat dipercayakan kepada individu yang telah membe-
rikan banyak bantuan pelayanan dan pertimbangan dalam mengemudikan
bahtera hidup berumah tangga serta mencurahkan tenaga dan harta demi
pendidikan putra-putrinya seperti suami dan istri. Kepercayaan terha-
dap harta peninggalan juga diberikan kepada individu yang senantiasa
menjunjung martabat dan nama baik pewaris serta selalu mendoakan
setelah meninggal seperti anak-anak keturunannya. Harta peninggalan
selain itu dapat pula diberikan kepada mereka yang telah melimpahkan
kasih sayang, menafkahinya, mendidik, dan mendewasakannya seperti
orang tua dan leluhurnya.
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Mereka mempunyai hak dan dapat mewarisi karena memiliki sebab-
sebab yang mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 174 jo. 171 ¢ bahwa
kompilasi secara terbatas menyebutkan hanya dua sebab adanya hak warisan
antara pewaris dan ahli waris yaitu karena hubungan darah dan hubungan
perkawinan. Namun seseorang dapat terhalang menjadi ahli waris jika
pernah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Kemudian mengenai
anak angkat maka ia dapat mewarisi harta milik orang tua angkatnya, tetapi
melalui prosedur lain yang tidak diatur dalam kompilasi hukum Islam.

Dalam ilmu hukum waris terdapat aspek-aspek yang akan diuraikan
sebagaimana berikut.

1. Pewaris

Pewaris menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 ialah “orang yang
pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan
putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan
harta peninggalan”. Dalam hal ketika pewaris tidak menentukan siapa
yang akan mendapatkan harta, seberapa besar harta yang dibagikan,
dan bagaimana cara pemindahan maka sejatinya telah ada ketentuan
secara pasti dalam Al-Quran. Kewenangan pewaris untuk bertindak
terhadap harta-hartanya terbatas pada sepertiga dari harta dalam
bentuk wasiat. Keberadaan pembatasan ini bertujuan untuk menjaga
tidak terlanggarnya hak ahli waris menurut ketentuan Allah Swt.

Dalam Al-Qur’an telah dijelaskan bahwa mereka yang merupakan
pewaris adalah para orang tua dan karib kerabat. Ketentuan ini ada
dalam surah an-Nisa ayat 7 dan 33.
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“(7) Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan
ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian
(pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik
sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”
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“(33) Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan
ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya.
Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia
dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya.
Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”

Ahli waris

Ahli waris adalah mereka yang ketika meninggal dunia memiliki
hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama
Islam—yang diketahui dari kartu identitas atau agama orang tua—,
dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris menurut hukum. Dalam
pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, terdapat beberapa kelompok orang
yang dinyatakan sebagai ahli waris. Pertama, golongan yang memiliki
hubungan darah, seperti ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman,
dan kakek; serta anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
Kedua, golongan yang memiliki hubungan perkawinan, yakni duda
atau janda. Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak menda-
patkan warisan hanyalah anak, ayah, ibu, janda, atau duda.

Harta warisan

Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama
setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai
meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran utang,
dan pemberian untuk kerabat (Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum
Islam). Pengertian ini dapat dibedakan dengan pengertian harta pening-
galan yakni harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa harta
benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Dengan demikian,
dapat dikatakan bahwa harta peninggalan adalah apa pun yang ada
pada saat seseorang meninggal dunia; sedangkan harta warisan adalah
harta yang berhak diterima dan dimiliki ahli waris yang terlepas dari
tersangkutnya segala macam hak orang lain di dalamnya.

Keberadaan ketentuan Pasal 171 huruf e tersebut telah mengha-
pus keraguan umat Islam mengenai kedudukan harta bersama dalam
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perkawinan, sesuai dengan acuan hukum yang selama ini disepakati
dalam hukum perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Menurut Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, “adanya harta bersama
dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik
masing-masing suami atau isteri’.

Oleh karenanya, sejak berlangsungnya perkawinan maka dengan
sendirinya terbentuk harta bersama antara suami istri. Prinsip ini
bersumber dari Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta
bersama”. Dengan demikian, prinsip ini sepenuhnya melekat dalam
Bab XIII Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bukan saja menjamin
kepastian hukum, melainkan juga menjadikan hukum harta terpisah
dalam perkawinan di Indonesia adalah seragam (Indra, 1993: 11).

Pembagian warisan

Pembagian harta warisan dalam hukum Islam menggunakan beberapa
asas kewarisan, di antaranya asas ijabri, asas bilateral, asas individual,
asas keadilan berimbang, asas kewarisan akibat kematian, dan asas
personalitas keislaman. Adapun besarnya bagian harta waris bagi
setiap ahli waris telah diatur dalam Pasal 176 hingga 191 yang memuat
ketentuan-ketentuan berikut.

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian,
bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua
pertiga [per tiga] bagian, dan apabila anak perempuan bersama-
sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua
berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan
anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Pasal 178

(1) Ibumendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara
atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau
lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.

(2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh
janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.
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Pasal 179

Duda mendapat separuh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan
anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat
seperempat bagian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan
anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat
seperdelapan bagian.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka
saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing
mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih
maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia
mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia
mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-
sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang
atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua per tiga
bagian.

Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara
laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua
berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam
pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagi-
annya.

Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan
hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan
keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal 185

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada sipewaris [si
pewaris] maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya,
kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
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(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli
waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan
saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pasal 187

(1) bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan,
maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris
dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian
harta warisan dengan tugas:

a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik
berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemu-
dian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila
perlu dinilai harganya dengan uang;

b.  menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris
sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.

(2) Sisadari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta
warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat
mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk mela-
kukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang
tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat
mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan
pembagian warisan.

Pasal 189

(1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang
luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuan-
nya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan
bersama para ahli waris yang bersangkutan.

(2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimung-
kinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada
yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki
oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar
harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian-
nya masing-masing.
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BAB XV

HUKUM WAKAF DALAM KOMPILASI
HUKUM ISLAM

Pengertian Wakaf

“Wakaf” secara etimologi berasal dari tiga kata, yaitu al-waqf (wakaf),
al-habs (menahan), dan at-tasbil (berderma untuk sabilillah). Kata al-waqf
adalah bentuk masdar dari ungkapan wagqfu asy-syai’ yang berarti mena-
han sesuatu. Ibnu Mandzur dalam kitab Lisan al-Arab mengatakan bahwa
kata habasa berarti amsakahu (menahannya). Kemudian ia menambahkan
al-hubusu ma wugqifa (menahan sesuatu yang diwakafkan) seperti pada
kalimat habbasa al-faras fi sabilillah (ia mewakafkan kuda di jalan Allah)
atau ahbasahu dan jamaknya adalah habais yang berarti kuda itu diwakaf-
kan kepada tentara untuk ditungganginya ketika sedang melakukan jihad fi
sabilillah. Ia juga menambahkan tentang kata wagqafa seperti pada kalimat
wagqafa al-arda, ala al-masakin (dia mewakafkan tanah kepada orang-orang
miskin) (Kasdi, 2017: 2).

Baik al-habs maupun al-waqf memiliki makna al-imsak (menahan),
al-man’u (mencegah atau melarang), dan at-tamakkus (diam). Al-waqf
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disebut menahan karena wakaf dijaga dari kerusakan, penjualan, dan segala
tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Penggunaan kata “mena-
han” juga merujuk pada penahanan manfaat dan hasilnya yang dilarang
bagi siapa pun, kecuali mereka yang berhak atas wakaf tersebut. Selain
disamakan dengan al-habs, istilah waqfjuga diartikan sebagai at-tasbil yang
berarti mengalirkan manfaatnya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi saw.,
“tahanlah pokoknya dan alirkanlah hasilnya” (HR al-Bukhari).

Wakaf secara bahasa berasal dari kata wagqafa-yaqifu yang artinya
berhenti, lawan dari kata istamara. Kata ini sering disamakan dengan
al-tahbis atu al-tasbil yang bermakna al-habsan tasarruf yakin mencegah
dari mengelola (Hasan, 2013: 3).

Wakaf dikenal dalam istilah ilmu tajwid yang bermakna menghentikan
bacaan, baik seterusnya maupun untuk mengambil nafas sementara. Bahkan
wakaf dengan makna berdiam di tempat juga dikaitkan dengan wukuf yakni
berdiam di Arafah pada 9 Dzulhijjah ketika menunaikan ibadah haji.

Wakaf menurut istilah adalah penahanan harta yang diambil manfa-
atnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaannya yang mubah serta
dimaksudkan demi mendapatkan rida Allah Swt. Sementara dalam buku-
buku fikih, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf.
Perbedaan rumusan wakaf kemudian berimplikasi pada status harta wakaf
dan akibat hukum yang dimunculkan.

Menurut Ulama Hanafiyah, wakaf adalah menahan benda milik orang
yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan, baik di
masa sekarang atau masa yang akan datang.

Menurut Abu Hanifah, akad wakaf bersifat ghair lazim (tidak mengikat)
dalam pengertian orang yang berwakaf dapat saja menarik kembali wakaf-
nya dan menjualnya. Definisi ini sama dengan ariyah yang akadnya bersifat
ghair lazim, artinya dapat ditarik kapan saja. Ini berarti wakaf menurut Abu
Hanifah tidak melepaskan hak kepemilikan wakif secara mutlak dari benda
yang telah diwakafkannya. Wakaf baru bersifat mengikat ketika: (1) kepu-
tusan hakim menyatakan bahwa wakaf bersifat mengikat; (2) peruntukan
wakaf adalah masjid; dan (3) wakaf dikaitkan dengan kematian wakif (wakif
berwasiat akan mewakafkan hartanya). Pendapat ini selaras dengan hadis
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yang diriwayatkan Baihaqi dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda
“tidak ada penahanan dari ketentuan Allah” (HR al-Baihaqj).

Menurut Ulama Malikiyah, wakaf adalah wakif menjadikan manfaat
harta yang dimiliki walaupun berupa sewa ataupun hasilnya seperti
dirham (uang) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak wakif.
Hampir senada dengan pendapat Abu Hanifah di atas, akad wakaf menu-
rut Malikiyah tidak melepaskan hak kepemilikan wakif dari harta yang
diwakafkannya. Hanya saja wakif melepaskan hak penggunaan harta yang
diwakafkan. Orang yang mewakafkan hartanya menahan penggunaan harta
yang diwakafkan dan membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan
kebaikan dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, Ulama Malikiyah
tidak mensyaratkan wakaf untuk selama-lamanya. Mereka beralasan tidak
ada dalil yang mewajibkan adanya syarat ta’id (keabadian) dalam wakaf.

Berdasarkan hadis Nabi saw., wakaf adalah menyedekahkan hasil
dengan tetapnya benda wakaf berada dalam genggaman wakif. Namun
wakif terhalang memindahkan miliknya pada orang lain dalam bentuk
jual-beli, hibah, dan waris.

Menurut kalangan Syafr’iyah, wakaf dengan menahan harta yang dapat
dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda yang menghalangi wakif dan
lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan atau tindakan hukum untuk
kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Definisi ini sama dengan apa
yang diungkapkan oleh Hanabilah, as-Syaibani dan Abu Yusuf.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakatf,
“wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menye-
rahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau
jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah
dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat’.

Dasar Hukum Wakaf

Al-Qur’an tidak secara eksplisit menjelaskan konsep wakaf sebab dianggap
sebagai bagian dari infak. Oleh karena itu, para ulama menggunakan dasar
umum dari ayat-ayat Al-Quran yang membahas infak untuk menjelaskan
konsep wakaf. Meskipun begitu, wakaf tetap memiliki dasar hukum dalam
Al-Qur’an, sunnah, dan jjmak.
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Sejauh ini, konsep wakaf dapat ditemukan dalam dua sumber hukum
Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran sering kali menyatakan konsep
wakaf sebagai derma harta (infak) untuk kepentingan umum. Begitupun
hadis yang menguraikan ide penahanan harta yang dapat memberikan
manfaat tanpa musnah seketika dengan tujuan mendapatkan keridaan
Allah Swt.

Berikut dipaparkan beberapa ayat Al-Qur’an yang dianggap sebagai
dasar hukum wakaf.

1. QS al-Baqarah ayat 267
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“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil
usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan
dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu
infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan
memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah
Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

2. QS al-Bagarah ayat 92
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“Sungguh, Musa benar-benar telah datang kepadamu dengan bukti-
bukti kebenaran. Kemudian, kamu mengambil (patung) anak sapi
(sebagai sembahan) setelah (kepergian)-nya dan kamu (menjadi) orang-
orang zalim.”

3. QS an-Nahl ayat 97
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“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan,
sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan
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kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan
pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.”

4. QS Al-Hajj ayat 77
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“Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah
Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung”

Keempat ayat di atas dijadikan landasan hukum bagi konsep wakaf
sebab prinsip dasarnya adalah sesuatu yang dapat diinfakkan di jalan keba-
ikan. Konsep ini sejalan dengan wakaf.

Adapun hadis-hadis yang menerangkan ibadah wakaf adalah sebagai
berikut.

1. Hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu
Hurairah yang artinya (an-Nawawi, 2013: 85):
Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa"'id, dan Ibnu Hujr telah membe-
ritahukan kepada kami, ketiganya berkata, Ismil-Ibnu Ja far telah
mengabarkan kepada kami, dari Allah Swt. dari ayahnya, dari Abu
Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam
bersabda, “jika seseorang telah meninggal dunia maka terputuslah
amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu
yang bermanfaat, atau anak shalih yang senantiasa mendoakannya’.

Dalam hadis tersebut, yang dimaksud dengan sadaqah jariyah
menurut penafsiran para ulama adalah wakaf. Pada dasarnya, ibadah
wakaf akan terus mengalir dan tidak akan pernah terputus sekalipun
wakif telah meninggal dunia.

2. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, artinya (an-Nawawi,
2013: 85):

Yahya bin Yahya At-Tamimi telah memberitahukan kepada kami,
Sulaiman bin Akhdhar telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu
Aun, dari Nafi’, dari Ibnu Umar, ia berkata, Umar mendapatkan
sebidang tanah di Khaibar. In menghadap Nabi Shallallahu Alaihi wa
Sallam untuk meminta petunjuk tentang manfaatnya. Umar berkata
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“Wahai Rasulullah aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar dan
aku belum pernah mendapatkan harta yang lebih berharga darinya.
Apa saran engkau tentang hal ini?” Beliau bersabda, “Jika kamu
mau, kamu bisa mewakafkan asetnya dan menyedekahkan dengan
hasilnya”. Perawi berkata, “Maka Umar bersedekah dengan hasil-
nya dengan ketentuan asetnya tidak boleh dijual, dibeli, diwarisi,
atau dihibahkan”. Perawi berkata, “Umar bersedekah kepada fakir
miskin, kerabat, untuk memerdekakan budak, jihad di jalan Allah,
Ibnu Sabil (orang yang dalam perjalanan), serta tamu. Tidak ada
dosa bagi orang yang mengurusnya memakan sebagian hasilnya
dengan cara yang baik atau untuk memberi makan seorang teman
tanpa menyimpannya”. Perawi berkata Aku telah memberitahukan
hadis ini kepada Muhammad. Ketika aku menceritakan sampai
“tanpa menyimpannya”. Maka ia berkata, “tanpa mengumpulkan
harta”. Ibnu Aun Berkata, “telah mengabarkan kepadaku orang yang
membaca kitab hadis ini bahwa di dalamnya terdapat keterangan,
tanpa mengumpulkan harta”.

Dari kedua hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan
realisasi ibadah kepada Allah Swt. melalui harta benda yang dimilikinya.
Wakaf dilakukan dengan melepaskan benda untuk kepentingan orang lain.
Wakaf dapat pula diartikan sebagai menahan harta atau membekukan benda
yang kekal dzatnya sehingga dapat diambil faedahnya guna dimanfaatkan
di jalan kebaikan oleh orang lain.

Macam-Macam Wakaf

Jika dilihat dari perspektif penerima manfaat, maka wakaf dapat diklasifi-
kasikan menjadi dua kategori berikut.

1.  Wakaf ahli
Wakaf ahli adalah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu,
baik satu orang atau lebih dari satu orang, keluarga si wakif, atau orang
lain. Wakaf jenis ini juga disebut wakaf dzurri. Sebagai contoh, apabila
seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya kemudian
kepada cucunya wakaf tersebut dianggap sah dan manfaatnya diper-
untukkan bagi mereka yang telah ditunjuk dalam pernyataan wakaf
(Halim, 2005: 24). Dalam aspek tertentu, wakaf dzurri sangat positif
karena selain wakif mendapatkan kebaikan dari amal ibadah, wakaf
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juga merupakan sarana untuk menjalin kebaikan melalui silaturahmi
dengan keluarga yang menerima harta wakaf.

2. Wakaf khairi

Wakaf khairi adalah wakaf yang secara eksplisit ditujukan untuk kepen-
tingan keagamaan dan kemasyarakatam. Contohnya wakaf yang dise-
rahkan untuk pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit,
panti asuhan anak yatim, dan lain sebagainya. Wakaf khairi penggu-
naannya lebih luas daripada wakaf ahli sebab tidak terbatasnya pihak
yang dapat mengambil manfaat. Wakaf jenis ini lebih sesuai dengan
tujuan perwakafan secara umum. Secara substansial, wakaf khairi
menjadi salah satu cara efektif dalam memanfaatkan harta di jalan
Allah Swt. Manfaatnya mencakup pembangunan di berbagai bidang,
seperti keagamaan, ekonomi, budaya, kesehatan, dan keamanan.

Rukun dan Syarat Wakaf

Syarat secara etimologi berarti tanda, sedangkan secara terminologi adalah
sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar’i dan berada di
luar hukum itu sendiri yang ketiadaannya hukum pun tidak ada. Dengan
kata lain, syarat memiliki peran krusial dalam penetapan hukum syar’i
yakni ketiadaan syarat dapat mengakibatkan absennya hukum, tetapi syarat
berada di luar struktur hukum syara’itu sendiri.

Sementara itu, rukun adalah sifat yang menentukan keberadaan hukum
pada suatu permasalahan dan dianggap sebagai bagian integral dari hukum
itu sendiri. Oleh karena itu, syarat berada di luar hukum dan rukun berada
di dalam hukum itu sendiri.

Dalam hal melaksanakan perbuatan hukum maka pelaku hukum harus
memahami syarat dan rukun yang melekat pada suatu perbuatan, salah
satunya wakaf. Dengan demikian, wakaf mengandung syarat dan rukun
sebagaimana disebutkan di bawah ini.

1. Wakif
Pada hakikatnya, amalan wakaf adalah amalan tabarru—mendermakan
harta benda untuk kebaikan. Oleh karena itu, syarat wakif adalah cakap
melakukan tindakan tabarru. Artinya, sehat akalnya dalam keadaan
sadar, tidak dalam keadaan terpaksa, dan telah balig serta rasyid—tidak
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terhalang untuk mendermakan harta. Jadi, wakaf yang tidak memenuhi
persyaratan tersebut hukumnya tidak sah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (2), disebutkan
bahwa wakif adalah perseorangan atau badan yang mewakafkan
harta-bendanya. Adapun unsur dan syarat wakaf lebih lanjut diurai-
kan dalam Pasal 217.

(1) Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang
yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak
terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak
sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperha-
tikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan
atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.

(3) Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4)
harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembe-
banan, ikatan, sitaan, dan sengketa.

Maugquf bih (Barang yang diwakafkan)

Sebagian dari para ulama sepakat bahwa wakaf bersifat mal muta-
qawwim, artinya harta yang menurut syariat boleh dimanfaatkan.
Hendaknya, benda wakaf harus jelas batasannya untuk menjamin
kepastian hukum serta hak mustahiq dalam memanfaatkannya. Hal
ini karena wakaf yang tidak jelas batasannya akan mengakibatkan
kesamaran, bahkan berpeluang terjadinya perselisihan. Wakaf yang
berada dalam penguasaan banyak orang tidak sah untuk diwakatkan.

Mengenai hal ini, dalam Pasal 217 ayat (3) telah dijelaskan bahwa
benda wakaf harus terbebas dari segala pembeban, ikatan, sitaan, dan
sengketa. Dengan demikian, benda yang diwakafkan haruslah:

a. benda wakaf yang dapat dipergunakan secara berkelanjutan;

b. benda wakaf dapat berupa kepemilikan kelompok atau badan
hukum;

c. bendawakaftidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan, atau digu-
nakan selain untuk keperluan wakaf.

Mauquf Alaih (Tujuan wakaf)
Wakif hendaknya menentukan tujuan ketika mewakafkan harta dan
bendanya, apakah untuk membantu fakir miskin atau ibnu sabil atau
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Hukum
Perkawinan
® Kompilasi
Hukum Islam

di Indonesia

HUKUM PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM adalah landasan hukum yang
dibuat untuk menangani berbagai persoalan terkait aspek-aspek perkawinan, mulai dari
persyaratan, hak dan kewajiban, rukun dan syarat perkawinan, hingga putusnya perkawinan
yang disesuaikan dengan ajaran Islam. Landasan hukum ini dibuat sebagai upaya pemerintah
untuk melindungi dan memberikan jalan keluar bagi pihak-pihak yang akan melangsungkan
perkawinan atau yang tengah menangani senghketa.

Selain membahas tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam juga menetapkan
ketentuan-ketentuan lain yang melekat dalam hubungan keluarga, seperti kewarisan dan
wakaf, Dengan demikian, kehadiran hukum perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia diharapkan mampu menjadi pedoman bagi umat muslim—dan juga

nonmuslim—yang tengah mempelajari atay menangani persoalan-persoalan hukum

keluarga.
Di dalam buku ini, termuat materi-materi berikut.

*  Sejarah Hukum Perkawinan di *  Putusnya Perkawinan
Indonesia *  Perkawinan Campuran

*  Perubahan Ketentuan dalam *  Perkawinan di Luar Negeri
Undang-Undang Momor 16 Tahun *  Dasar Hukum Kompilasi Hukum
2019 tentang Perkawinan Izlam
Pencegahan dan Pembatalan *  Hukum Perkawinan dalam
Perkawinan Kompilasi Hukum lslam
perjan_iian Kawin *  Hukum Waris dalam Knmp”asi

Hak dan Kewajiban Suami Istri

Harta Kekayaan dalam Perkawinan X
Kedudukan Anak dan Perwalian

Pembuktian Asal-Usul Anak

Hukum Islam
Hukum Wakaf dalam Kompilasi
Hukum lslam
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